BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar -
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 761);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Lanyanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



Menetapkan

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 157);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);

29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati {(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.
Kepala Daerah adalah Bupati Rembang,.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah  pada pemerintah daerah  seclaku  Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
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Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan/atau pelaksana yang
ditunjuk dan ditetapkan untuk menyelenggarakan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna  Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha
keuangan pada unit SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD ketika Pengguna Anggaran melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi pengelolaan APBD
sejak transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dan pengendalian di
lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entinitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
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Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai
kebutuhan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas ke pemerintah di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan
mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)] untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Umum
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
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Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit anggaran daerah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggararn.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan vyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
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Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperuan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung,

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil
adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran sebagai proses
penutupan proses ganti uang.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnnya disingkat SPP-TU
Nihil adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu sebagai pertanggungjawaban atas tambahan uang
yvang diajukan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung pada pihak ke tiga atas perjanjian
kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan
sebagal uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
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Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya untuk
mengganti uang persediaannya yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/Unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produkvitas.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah
program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

Efisien secbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang
terendah.
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Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil
program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang  atau  satuan  kerja  untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan  kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu
sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

(1)

(2)

BAB I
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah
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tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

e.
pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran,

l. menctapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

melimpahkan sebagian kekuasannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran.

Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didasarkan pada prinsip pemisahan Kkewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di

bidang:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah;
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b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

dan
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai

tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dalam melaksanakan fungsinya selaku
BUD berwenang:
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;
melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah;
melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran  daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
mengelola investasi;
menetapkan anggaran kas;
. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening Kas umum daerah;
membuka rekening penerimaan;
membuka rekening pengeluaran; dan
menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban.
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PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
BUD mengusulkan Pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD.
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Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan lebih
dari 1 (satu) di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

¢. menerbitkan SP2D,

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD:;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh
BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang
menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas
investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 8

Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
vang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK, PPK-SKPD dan PPK unit SKPD;
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m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;

. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jo RN e]

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD.

Apabila terjadi pergantian pejabat Pengguna Anggaran maka tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pelantikan.

Apabila pejabat Pengguna Anggaran berhalangan sementara, yang
bersangkutan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pejabat
sementara yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas sebagai pejabat
Pengguna Anggaran,

Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mulai berlaku sejak keputusan penunjukan pejabat pelaksana
harian.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan:

a. besaran anggaran kegiatan/sub keglatan;

b. lokasi; dan

¢. rentang kendali.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD setelah mendapatkan
telaahan dari PPKD.

Pelimpahan sebagian kewenangan yang dimaksud adalah:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;,

. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
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anggaran yang telah ditetapkan;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan

.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Penctapan Pecjabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dengan memperhatikan prinsip
pelimpahan kewenangan secara berjenjang.

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengguna Anggaran.

Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna
Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya
yang telah diserahkan.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 10

Untuk membantu tugas dan wewenangnya Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengguna Anggaran.

PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa
Pengguna Anggaran.

PPTK mempunyai tugas:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; dan

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub

kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; dan
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c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 11

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural satu tingkat di bawah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat
sub koordinator selaku PPTK.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan lebih
dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

PPTK pengeluaran pembiayaan adalah pejabat di lingkungan BPPKAD.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Pasal 12

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan PPK-SKPD untuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat yang ditetapkan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah,;

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD; dan

c. Sekretaris pada Badan/Dinas dan Kecamatan.

Pada SKPKD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
sesUai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai
pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
dan/atau PPTK serta jabatan dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
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b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan,;

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM,;

d. menyiapkan SPM;

e. melakukan  verifikasi laporan  pertanggungjawaban  Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

g. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK-SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

Dalam melaksanakan tugas PPK-SKPD dibantu staf yang melaksanakan
fungsi perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan laporan.

Apabila PPK-SKPD berhalangan, ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan
selaku PPK-SKPD.

Pasal 13

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian tugasnya kepada
Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dapat menetapkan PPK
Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit
SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran vang berlaku untuk Dbagian di lingkungan
Sekretariat Daerah; dan

b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Pejabat yang ditetapkan sebagai PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural di
bawah Kuasa Pengguna Anggaran atau Sub koordinator.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan  verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

d. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

e. melakukan  verifikasi laporan  pertanggung jawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU
dan SPP-LS.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.



(7)

Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK
Unit SKPD.

Pasal 14

Dalam hal Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian tugasnya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, pada Sekretariat Daerah tidak membentuk
PPK Unit SKPD maka selaku PPK SKPD adalah:

a.

b.
C.

(1)

(3)

(4)

(5)

(1)

(3)

pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural di bawah Kuasa Pengguna
Anggaran atau Sub koordinator pada salah satu bagian di Sekretariat Daerah;
Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD; dan

Sekretaris pada Badan/Dinas dan Kecamatan.

Bagian Kedelapan
Bendahara

Paragraf 1
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ditetapkan Bupati atas
usul PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD dan SKPKD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Dalam hal Bendahara berhalangan, paling cepat 1 (satu) minggu, pengguna
anggaran mengusulkan bendahara penerimaan/pengeluaran pengganti
untuk ditetapkan Bupati.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi.

Pasal 16

SKPD yang mengelola penerimaan daerah hanya memiliki 1 (satu) orang
bendahara penerimaan.

Bendahara penerimaan SKPD mempunyai tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke  Rekening  Kas Umum  Daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimannya dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Agar tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjalan
optimal bendahara penerimaan SKPD melaksanakan:
a. menerima penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD terkait;




(2)

b. menyetorkan penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat

akhir jam kerja opersional bank yang ditunjuk sebagai kas umum daerabh,

satu hari pada saat uang kas diterima;

meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;

_melakukan verifikasi dan rekonsiliasi bank;

e menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.
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Pasal 17

SKPD dan SKPKD hanya memiliki 1 (satu) orang bendahara pengeluaran
yaitu bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran SKPKD.

Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU, dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

¢. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada
Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah;

i. memeriksa kas secara periodik;

j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik
dari bank;

k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau
hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

1. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja
akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Pasal 18

Bendahara pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pengeluaran SKPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mencakup belanja
bunga, belanja transfer, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
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Paragraf 2
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 19

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran mengusulkan
Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan
melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan Bupati.

Pasal 20

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara
Pengeluaran pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan melalui
PPKD.

Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan Bupati.

Penetapan Bendahara  pengeluaran pembantu  didasarkan  atas
pertimbangan:

a. besaran anggaran; dan

b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas dan wewenang:

. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU danSPP-LS;

. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

menerima dan menyimpan TU dari BUD;

. melaksanakan pembayaran TU yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
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Pasal 21

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) juga berlaku pada
Bendahara Penerimaan Pembantu/Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Penerimaan Pembantu/Pengeluaran Pembantu
bertanggungjawab secara administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban atas penerimaan/pengeluaran pada unit SKPD yang
dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Bendahara Penerimaan Pembantu/Pengeluaran Pembantu
bertanggungjawab  secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban atas penerimaan/pengeluaran pada unit SKPD yang
dikelolanya kepada Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
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Paragraf 3
Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran
dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 22

Untuk memperlancar tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan
bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dapat
dibantu pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara
pengeluaran serta pembantu bendahara pengeluaran pembantu.

Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Jumlah Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan
sesuai kebutuhan dan besaran anggaran yang dikelola masing-masing
SKPD.

BAB I
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 23

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan
dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang
diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban
APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
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Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 24

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pejabat
pengguna anggaran/pengguna barang dan rencana penarikan dana
(anggaran kas) untuk pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap SKPD serta
pendapatan yang telah diperkirakan.

Mekanisme penyusunan DPA-SKPD sebagai berikut:

a. Kepala BPPKAD selaku PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada
semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD;

b. Rancangan DPA SKPD memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran,
rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan
kerja serta pendapatan yang diperkirakan;

c. Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada BPPKAD paling
lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi terhadap
rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD paling lama
15 hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD;

e. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, BPPKAD selaku PPKD mengesahkan
rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;

f dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, kepala SKPD melakukan penyempurnaan rancangan
DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris
Daerah;

g. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, yang
selanjutnya oleh kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja
yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal disahkan; dan

h. DPA SKPD disampaikan DPA-SKPD yang telah disahkan digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD.

Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 25

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap tri wulan.

Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan
daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya
bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.
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Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rencana
penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi
penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan
dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas
masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan
pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan rencana
belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta
mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana
pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran
pengeluaran yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan
pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar
yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama
satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

Pasal 26

Kepala SKPD berdasarkan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas
SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling
lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua)
hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; dan

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana
dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,
menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah, guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
sesual dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-
SKPD/PPKD yang telah disahkan.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah
kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah
vang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen
rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD selaku BUD digunakan
sebagai dasar penyusunan SPD.



(10)

(1)

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Format Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Setelah penetapan anggaran kas, Kepala BPPKAD selaku PPKD menerbitkan
SPD untuk masing-masing SKPD.

PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah,;

b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam
DPA SKPD dan DPA PPKD.

SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 28

Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang
sehat dan aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai
penampung Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penunjukan bank wumum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan:

a. reputasi bank atau rekam jejak yang baik;

b. pelayanan yang baik dan memadai yaitu cepat dan tepat dalam
melakukan transaksi;

c. melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan
penyetoran pajak; dan

d. memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah
dan/atau peningkatan kesejahtcraan dan/atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat bank umum yang bersangkutarn.

Pasal 29

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan
hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan
tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh
pemerintah daerah merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan
pada ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati,
antara PPKD selaku BUD dengan dengan pejabat bank umum yang
bersangkutan.
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Pasal 30

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran pada bank yang sama dengan bank penampung RKUD yang
ditetapkan oleh Bupati, sebagai rekening operasional.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank Umum ke
Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah BUD.

Perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BUD
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat
penanggungjawab Bank yang terkait.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank
Umum tertentu, BUD dapat membuka rckening penerimaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bank dimaksud setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menampung penerimaan daerah setiap hari, untuk menerima setoran
penerimaan daerah yang tidak langsung melalui Rekening Kas Umum
Daerah.

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diopcrasikan
sebagai rekening Dbersaldo nihil yang seluruh  penerimaannya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari kerja, sesuai dengan yang ditetapkan dalam
PKS antara BUD dengan Bank Umum bersangkutan.

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dioperasikan
untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak
ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian
Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU
kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 31

Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan
pembantu/bendahara pengeluaran pembantu dapat membuka rekening giro
sebagai rekening penerimaan/pengeluaran SKPD pada Bank yang ditunjuk
sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan
sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh  penerimaannya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari.

Rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menampung dana yang akan dipergunakan untuk pengeluaran/ belanja




(1)
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SKPD yang dikelola bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran SKPD.

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {4)
mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.

Pasal 32

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah mencatat
STS/bukti lain yang disamakan atau Nota Kredit ke dalam buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran, buku Kas pembantu penerimaan dan
pengeluaran, buku kas pembantu per SKPD, buku rekapitulasi penerimaan
daerah pada sisi penerimaan.

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah mengirimkan
buku-buku tersebut di atas dengan dilampiri STS/bukti lain yang
disamakan atau nota kredit setiap hari ke Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 33

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah menerima SP2D
beserta registernya dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, SP2D pengadaan barang/jasa dan SP2D gaji dilampiri cetakan Kode
Billling Pajak.

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah mentransfer dana

sesuai yang tercantum dalam SP2D meliputi:

a. jumlah Netto kepada Pihak ketiga/Bendaharawan;

b. jumlah potongan IWP, PPh gaji, Tapera, BPJ S, PPN/PPh Rekanan, ke
Rekening pengeluaran untuk potongan Pihak Ketiga atas nama Kas
Umum Daerah.

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah menyetorkan
potongan IWP, Tapera, PPh Gaji, BPJS dan PPN/PPh Rekanan ke Kas
Negara.

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah mencatat SP2D ke
dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran, buku kas pembantu
penerimaan dan pengeluaran, buku kas pengeluaran per SKPD pada sisi
pengeluaran,

Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah mengirimkan buku
kas umum, dilampiri SP2D dan STS setiap hari ke Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah mencatat pcmotongan dan
penyetoran IWP, PPh Gaji, Tapera, BPJS, PPN /PPh Pihak Ketiga ke dalam
buku pembantu per jenis potongan dan menyampaikan laporan atas
pemotongan dan penyetoran tersebut kepada Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
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Bagian Keempat
Pembayaran Nontunai

Pasal 34

Sistem pembayaran nontunai berdasar asas:
a. efisien;

b. keamanan,;

c. manfaat; dan

d. transparan.

Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem
pembayaran nontunai APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa
menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem
pembayaran nontunai APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada
semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran nontunai APBD.

Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem
pembayaran nontunai APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi
kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam
pembayaran nontunai APBD.

Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah
pembayaran nontunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
mencerminkan keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan dacrah.

Pasal 35

Sistem pembayaran nontunai dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran
daerah yang bersumber dari APBD.

Pembayaran pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup semua jenis belanja daerah dalam struktur APBD.

Pembayaran pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja daerah sebagai berikut :

a. belanja uang saku peserta dalam rangka seminar/workshop/sosialisasi

dan scjenisnya;

belanja honorarium harian tukang dalam rangka pemeliharaan;

belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan;

belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan

bencana pada saat terjadi bencana alam,;

belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;

belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat

digunakan dalam perjalanan dinas; dan

g. pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam rangka pengadaan
barang/jasa dengan nominal paling tinggi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta
rupiah).
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Pasal 36

Pembayaran pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem pembayaran
nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan
dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penyedia barang/jasa.
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Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap pembayaran.

Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan
yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban
keuangan Daerah; dan

b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit
atau notifikasi (sms banking) dari Bank Persepsi.

Dalam hal pemindahbukuan menggunakan Cash Management System
(CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

Mekanisme Cash Management System (CMS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
tentang Sistem Pembayaran Belanja Daerah Secara Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 37

Perjalanan dinas dibayarkan secara nontunai oleh bendahara pengeluaran
atau bendahara pengeluaran pembantu kepada penyedia untuk biaya tiket
dan/atau akomodasi dan ke pejabat/atau pegawai pelaksana perjalanan
dinas untuk uang harian.

Dalam hal secara teknis bendahara pengeluaran atau bendahara
pengeluaran pembantu tidak dapat membayarankan uang tiket dan/atau
akomodasi secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu membayarkan uang
tiket dan/atau akomodasi kepada pejabat/atau pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas secara nontunai.

Pejabat/atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) membayar uang tiket dan/atau akomodasi kepada

penyedia secara nontunai dengan menunjukan bukti pembayaran

Pasal 38

Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran membuat laporan
perkembangan pelaksanaan pembayaran nontunai bulanan.

(1)

(2)

(1)

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 39

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah.

Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Pasal 40

SKPD yang memungut pendapatan daerah mengintensifkan pemungutan
pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.




(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

Pasal 41

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk
apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang
dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagal
akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan

daerah.

Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar
(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

(2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang
dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan;

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan; dan

c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak
berulang vyang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

(3) Mekanisme pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 43

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan
oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah.

(4) Setiap pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.




(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat dan Jatau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara

tunai dan/atau nontunai.
Pasal 44

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih, yang merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Daerah.

Pasal 45

(1) Klasifikasi belanja daerah terdiri atas:
a. belanja operasi,
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

(5) Ketentuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(6) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

(7} Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(8) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a digunakan
untuk menganggarkan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang
merupakan alokasi dana berasal dari penerimaan bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah Kabupaten Rembang.

(9) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b digunakan
untuk menganggarkan:
a. Dana Desag;
b. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
c¢. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa.
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Pasal 46

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a
dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa,

c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan
untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada

Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN, terdiri:

a. belanja pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja
SKPD Sekretariat Daerah.

b. belanja pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada
belanja SKPD Sekretariat DPRD.

c. belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan
pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan
tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah,
honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa
layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai
diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah profesi Pegawai
Negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi pemerintah.

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
bersamaan dengan pembahasan KUA.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau

pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada
pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang
dinilai melampau beban kerja normal,

b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada
pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
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c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada
pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggl;

d.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka;

e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada
pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan /atau inovasi;
dan

f tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati dapat memberikan
tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan
Menterti.

Pasal 48

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melaksanakan program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 49

Belanja bunga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf ¢
digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang
dianggarkan pembayarannya dalam APBD pada SKPD selaku SKPKD.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut
dianggarkan pada unit SKPD berkenaan

Pasal 50

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD
dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan schingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan
dasar masyarakat. termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain
dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public
service obligation).

BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih
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dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor
akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan
tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan
ditetapkan oleh kepala daerah.

Audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk
memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan
bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran
berikutnya.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara
formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun
anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan
air minum mengacu pada Peraturan Menteri.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil
dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.

Pasal 51

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf ¢
diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD,
badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, Kegiatan, dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk
belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah
dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang
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(2)

(3)

(4)
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(3)

melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Ketentuan pemberian hibah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati
ini.

Pasal 52

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima
dan/atau atas usulan kepala SKPD, dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Ketentuan bantuan sosial tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pembiayaan

Pasal 53

Pembiayaan Daerah terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bersumber dari:
. SiLPA;
. pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
. penerimaan pinjaman daerah;
. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal daerah;

c. pembentukan dana cadangan;

d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
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(2)

(1)

(2)

(4)

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 54

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan
daerah dilakukan oleh PPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah tersebut.

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 55

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/
bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran
material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 56

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu;
dan
g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
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Penctapan pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup:
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(2}

(6)

(7)

(8)

(1)

a. PPK-SKPD/PPK unit SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD; dan

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 57

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannnya yang
merupakan penerimaan daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari
kerja sejak uang kas tersebut diterima.

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara
bruto ke bank umum yang ditunjuk sebagai penampung rekening kas umum
daerah dan/atau rekening operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1)

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas
setoran.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen
elektronik.

Penerimaan daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara:

a. disetor langsung oleh wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga; dan

b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh wajib pajak/wajib
retribusi/ pihak ketiga.

Penerimaan daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.

Setoran penerimaan daerah dianggap sah bilamana sudah menerima bukti
nota kredit dari bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

a. lebih dari 1 (satu) hari; dan/atau

b. atas nama pribadi.

Pasal 58

Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a melaksanakan tugasnya:

a. mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatan yang diterima langsung kas umum daerah; dan

b. meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima
langsung kas umum daerah, jika pemberitahuan/notifikasi tidak
diinformasikan secara otomatis.



(3)

(2)

(3)
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Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b melaksanakan tugasnya:

a. mendistribusikan SKP-D dan SKR-D kepada Wajib Pajak/Wajib
Retribusi/Pihak Ketiga dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

b. menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada Wajib

Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Ketiga jika diterima secara tunai,

. meneliti nota kredit/notifikasi perbankan jika disetor secara nontunai;

d. meneliti/mencocokkan nilai penerimaan yang diterima dengan jumlah
yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

e. menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan jika
penyetoran ke kas umum daerah dilakukan secara tunai;

f. menerima 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan Surat Tanda
Setoran dari PT. Bank Jateng Cabang Rembang atau PT. Bank Rakyat
Indonesia Cabang Rembang;

o. menyerahkan 1 (satu) lembar tembusan STS dan /atau dokumen lain yang
dipersamakan kepada PPK-SKPD; dan

h. mencatat bukti penerimaan ke dalam buku Kas Umum Penerimaan, buku
pembantu rincian obyek pendapatan dan buku rekapitulasi penerimaan
harian.
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STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus mencantumkan
kode rekening realisasi pendapatan atau apabila STS belum mencantumkan
kode rekening maka Bendahara Penerima mempunyai kewajiban untuk
memerinci jumlah setoran berdasarkan rekening pendapatan daerah.

Pasal 59

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan:

a. register STS;

b. buku kas umum,

c. buku pembantu kas tunai; dan

d. buku pembantu bank.

Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);

b. surat ketetapan retribusi (SKR);

c. Surat tanda setoran (STS);

d. Tanda bukti penerimaan,;

e. Nota kredit bank; dan

f. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan mempertanggungjawabkan penerimaan dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna
Anggaran beserta bukti-bukti penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya melalui PPK-SKPD.

Bendahara penerimaan harus menyampaikan laporan pertanggung-jawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
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PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban fungsional meliputi:

a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan;

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan

c. analisis capaian realisasi penerimaan.

Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran SKPD

Paragraf 1
Permintaan Pembayaran

Pasal 60

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tunai dan/atau nontunai.

Pasal 61

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bendahara Pengeluaran
mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

d. SPP Langsung (SPP-LS).

Pasal 62

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui
PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan pada permulaan tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan.

Pengisian Uang Persediaan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari
pagu anggaran yang ada setelah dikurangi belanja LS.

Ketentuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. penetapan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati;

b. uang persediaan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran; dan

c. belum membebani kode rekening anggaran yang tersedia dalam DPA-
SKPD.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP (dicetak dengan kertas
merah mudaj;

b. surat pengantar SPP-UP;



(1)

(2)

(3)

(4)

ringkasan SPP-UP;
. rincian SPP-UP;
draf surat pernyataan tanggunjawab mutlak PA;
fotokopi SPD;
fotokopi SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;
.specimen Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara
Pengeluaran;
fotokopi NPWP kantor;
nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau referensi bank pada PT.
Bank Jateng Cabang Rembang yang berlaku atau aktif;
k. fotokopi surat keputusan besaran uang persediaan; dan
fotokopi dokumen DPA-SKPD.
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Pasal 63

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

Kelengkapan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-GU (dicetak dengan kertas
merah muda); '

. surat pengantar SPP-GU,;

ringkasan SPP-GU;

. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;

draf surat pernyataan tanggunjawab mutlak PA

surat pertanggungjawaban SPP-GU

. fotokopi SPD;

. bukti transaksi yang lengkap dan sah; dan

surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya (Surat Pengesahan SPJ-GU).
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Pengajuan dan penerbitan SPP-GU dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu)
untuk pengguna anggaran, lembar 2 (dua) untuk PPTK dan lembar 3 (tiga)
untuk bendahara.

Dalam hal ganti uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran wajib mengajukan SPP-
GU Nihil sebagai dasar penutupan proses Ganti Uang (GU) atau penutup
proses perputaran uang persediaan

Pasal 64

Pengajuan dan penerbitan SPP-GU scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63
dilaksanakan apabila minimal telah mencapai batas sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari Uang Persediaan (UP) yang dipertanggungjawab oleh Bendahara
Pengeluaran.

Pasal 65

Pelaksanaan permintaan pembayaran dengan beban SPP-UP/GU harus
dilakukan menurut ketentuan bahwa:

a.

b.
C.

setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode rekening
anggaran yang disediakan dalam DPA;

setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah,;

pembayaran kepada satu rekanan tidak diperkenankan melebihi jumlah
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
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dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai
perpajakan; dan

dana UP/GU tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut
ketentuan harus dibayarkan dengan SPP-LS.

Pasal 66

Kelengkapan dokumen SPP-GU Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (4) terdiri dari:
a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-GU Nihil (dicetak dengan
kertas merah mudaj;
. surat pengantar SPP-GU Nihil;
ringkasan SPP-GU Nihil;
. rincian penggunaan SP2D GU yang lalu;
draf surat pernyataan tanggunjawab mutlak PA;
surat pernyataan pertanggungjawaban SPP-GU Nihil;
. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
penggunaan dana ganti uang persediaan sebelumnya (SPjbelanja GU);
. bukti transaksi yang lengkap dan sah;
fotokopi rekening koran bendahara pengeluaran yang menunjukkan saldo
terakhir; dan
j. bukti setoran sisa uang persediaan yang sudah dipertanggungjawabkan.
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Pengajuan dan penerbitan SPP-GU Nihil dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1
(satu) untuk pengguna anggaran, lembar 2 (dua) untuk PPTK dan lembar 3
(tiga) untuk bendahara pengeluaran.

Pasal 67

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat mendesak.

Kegiatan yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah suatu kegiatan yang apabila dilaksanakan dengan menggunakan
dana UP/GU yang ada akan mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan
lain.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan serta
alasan mengajukan SPP-TU.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu ketika Pengguna
Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna
Anggaran.

SPP-TU diajukan per kegiatan/sub kegiatan dan tidak diperkenankan untuk
membiayai kegiatan lain di luar yang telah direncanakan.

SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan apabila
pengajuan UP/GU/TU sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir
dari:
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. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU (dicetak dengan kertas
warna biru);

. surat pengantar SPP-TU;

. ringkasan SPP-TU;

. rincian rencana penggunaan SPP-TU;

. Draf Surat Pernyataan Tanggunjawab Mutlak PA
salinan SPD;

. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan atau alasan pengisian
tambahan uang persediaan,;

. rincian rencana penggunaan dalam 1 (satu) bulan; dan
rencana pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan dikaitkan dengan
rincian rencana penggunaan dana.
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Dalam hal pertanggungjawaban tambahan uang, sesuai dengan jadwal
Bendahara pengeluaran wajib segera melakukan pengajuan SPP-TU Nihil
dan apabila tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu} bulan,
maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pengajuan dan penerbitan SPP-TU dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu)
untuk pengguna anggaran, lembar 2 (dua) untuk PPTK dan lembar 3 (tiga)
untuk bendahara pengeluaran.

Pasal 68

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (8) dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendaharan
pengeluaran pembantu.

Kelengkapan dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-TU Nihil (dicetak dengan
kertas warna biru);

. surat pengantar SPP-TU Nihil;

. ringkasan SPP-TU Nihil,

. rincian penggunaan SP2D-TU yang lalu;
draf surat pernyataan tanggunjawab mutlak PA;
surat pengesahan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan tu
sebelumnya,;

. surat pernyataan pertanggungjawaban SPP-TU Nihil,

.bukti setoran sisa tambahan wuang persediaan yang sudah
dipertanggungjawabkan; dan

i. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
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Pengajuan dan penerbitan SPP-TU Nihil dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1
(satu) untuk pengguna anggaran, lembar 2 {dua) untuk PPTK dan lembar 3
(tiga) untuk bendahara pengeluaran.

Pasal 69

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD;

Untuk memperlancar tugas dalam hal penerbitan dan pengajuan SPP-LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu
oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran.
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SPP-LS gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup:

a. SPP-LS untuk pembayaran gaji induk;

b. SPP-LS untuk gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, tunjangan
jabatan dan uang duka wafat/tewas; dan

c. SPP-LS untuk gaji pimpinan dan anggota DPRD.

Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat pengantar SPP-LS gaji;

b. ringkasan SPP-LS gaji,

c. rincian SPP-LS gaji; dan

d. lampiran SPP-LS gaji.

Kelengkapan dokumen lampiran SPP - LS gaji sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada bendahara
pengeluaran/bendaharan pengeluaran pembantu dalam rangka pengajuan
permintaan pembayaran.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran:

a. belanja pegawai;

b. belanja di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas pengadaan
barang dan jasa;

c. jasa pelayanan kesehatan;

d. pajak penerangan jalan umum (PPJU);

e. kegiatan yang sumber dananya dari pusat/provinsi mengikuti aturan
pemberi dana;

f. pengeluaran pembiayaan;

g. BBM oprasional alat berat DPU; dan

h. kepada pihak ketiga lainnya.

Kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
terdiri atas:

. hibah berupa uang;

. bantuan sosial berupa uang;

bantuan keuangan;

. subsidi;

bagi hasil; dan

belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang
terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
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Kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS (dicetak dengan kertas
warna kuning);

. surat pengantar SPP-LS;
ringkasan SPP-LS;

. rincian SPP-LS;

. draf surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA; dan

lampiran SPP-LS.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga
melalui PPTK.

Pengajuan dan penerbitan SPP-LS dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 (satu)
untuk pengguna anggaran, lembar 2 (dua) untuk PPTK dan lembar 3 (tiga)
untuk bendahara pengeluaran.

Kelengkapan lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paszal 71

Pengajuan permintaan pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya
dengan nilai paling banyak Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
menggunakan bukti pembelian dengan materai secukupnya.

Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kwitansi
bermateral secukupnya.

Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bentuk kontrak berupa surat
perintah kerja.

Untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bentuk kontrak berupa surat
perjanjian.

Untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing menggunakan surat
pesanan.

Pasal 72

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:

a. buku kas umum;

b. buku pembantu bank;

c. buku pembantu kas tunai;

d. buku pembantu pajak;

e. buku pembantu per sub rincian objek belanja; dan

f. register SPP-UP/GU/TU/LS.

Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan

Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.



Pasal 73

(1) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk
dilengkapi.

Paragraf 2
Perintah Membayar

Pasal 74

(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah, akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-
SKPD yang selanjutnya ditandatangani Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang atau Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah
Membayar (SPM) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya
SPP.

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD akan menerbitkan
Surat Penolakan Penerbitan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang dibert wewenang
menandatangani SPM.

(3) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

(4) PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam register penerbitan SPM.

(5) PPK-SKPD mencatat penolakan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU yang diterima
kedalam register penolakan SPP.

(6) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) tercantum pada
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
selanjutnya dibubuhi cap “DIBUAT SESUAI DENGAN SPP YANG TELAH
DIVERIFIKASI OLEH PPK-SKPD NAMA : ... NIP : ... TANGGAL : ... TANDA
TANGAN : .. diajukan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses penerbitan SP2D.

Paragraf 3
Pencairan Dana

Pasal 76

(1) Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM-UP/GU/TU/LS yang diterima
dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.



(2)

(4)

(5)

(6)

Kuasa BUD menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPM-
UP/GU/TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dicatat ke
dalam register SPM-UP/GU/TU/LS.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D-UP:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-UP (dicetak dengan kertas
warna merah muda);

. surat pengantar SPM-UP;

. SPM-UP;

. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
Cek list SPP

. copy dokumen DPA-SKPD;

. specimen tandatangan pengelola keuangan SKPD;
NPWP kantor;
nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau referensi bank pada PT
Bank Jateng yang berlaku atau aktif;

. fotokopi surat keputusan besaran uang persediaan; dan

. Fotokopi SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
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Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU:
a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-GU (dicetak dengan kertas
merah muda);
b. surat pengantar SPM-GU;
SPM-GU,
. surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA;
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD,
ceklist kelengkapan dokumen SPP;
. surat pertanggungjawaban SPM-GU; dan
.surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
penggunaan dana SPM-GU sebelumnya (surat pengesahan SPJ GU).
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Kelengkapan dokumen SPM-GU Nihil untuk penerbitan SP2D-GU Nihil:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-GU Nihil (dicetak dengan
kertas warna merah mudaj;

. SPM-GU Nihil;

. surat pengantar SPM-GU Nihil;

. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;

. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
cek list SPP;

. surat pertanggungjawaban SPM-GU Nihil;

.surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
penggunaan dana SPM-GU sebelumnya (surat pengesahan SPJ GU);
fotokopi rekening koran bendahara pengeluaran yang menunjukkan saldo
terakhir; dan

j. fotokopi bukti setoran sisa uang persediaan.
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Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU:

a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-TU (dicetak dengan kertas
warna biru);

. SPM-TU;

. surat pengantar SPM-TU;

. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;

. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
cek list SPP;

. surat keterangan alasan/keperluan pengajuan SPM-TU dari pengguna
anggaran kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa dana TU
tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai dengan
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(8)

jadwal kegiatan harus segera dilaksanakan dan akan habis digunakan
dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

h. surat keterangan pengajuan SPM-TU berisikan rincian dan jumlah
tambahan uang yvang akan diajukan; dan

i. rencana pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan dikaitkan dengan
rincian rencana penggunaan dana/jadwal pelaksanaan kegiatan.

Kelengkapan dokumen SPM-TU Nihil untuk penerbitan SP2D-TU Nihil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-TU Nihil (dicetak dengan
kertas warna biru);
. SPM-TU Nihil;
surat pengantar SPM-TU Nihil;
. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
cek list SPP;
. surat pertanggungjawaban SPM-TU Nihil;
. fotokopi bukti setoran sisa SPM-TU; dan
pengesahan SPJ SPM-TU Nihil.
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Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS mencakup:

a. formulir peneclitian kelengkapan dokumen SPM-LS (dicetak dengan kertas
warna kuning);

. SPM-LS;

. surat pengantar SPM-LS;

. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;

. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD;
cek list; dan

. lampiran SPM-LS.

m o Lo o

Kelengkapan dokumen SPM-LS gaji untuk penerbitan SP2D-LS gaji
mencakup:
a. formulir penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS (dicetak dengan kertas
warna kuning);
. SPM-LS gaji;
. surat pengantar SPM-LS gaji;
. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan
lampiran SPM-LS gaji.
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(10) Kelengkapan lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan

ayat (9) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

melakukan verifikasi terhadap:

a. ketersediaan dana pada kegiatan dalam DPA-SKPD dan SPD yang
ditunjuk dalam SPM tersebut untuk pembayaran UP/GU/TU;

b. ketersediaan dana pada kegiatan dalam DPA-SKPD dan SPD yang
ditunjuk dalam SPM tersebut untuk pembayaran LS;

c. nama kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD;

d. kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9);

e. mencocokkan tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM dengan
spesimen tanda tangan;

f. memeriksa kebenaran penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan
huruf, dan

g. penomoran dokumen.




(12) Dalam hal kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(13) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampauli pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 77

(1) Batas waktu penyampaian SPM-UP/GU/TU/LS paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sebelum akhir bulan pada setiap bulannya.

(2) Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan
SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan sesuai dengan batas
penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D.

(3) Batas waktu Penyampaian SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sebagai berikut:

a. penyampaian SPM TU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir
tahun anggaran dan pertanggungjawaban tambah uang persediaan
dengan penyampaian SPM-TU Nihil paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum akhir tahun anggaran;

b. penyampaian SPM-GU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban uang persediaan dengan
penyampaian SPM-GU Nihil paling lambat sebelum tahun anggaran
berakhir; dan

¢. penyampaian SPM-LS paling lambat pada hari kerja sebelum tahun
anggaran berakhir.

(4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan input
aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 78

(1) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (12) paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPM dari masing-masing SKPD;

(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibuat rangkap 5
(lima), yang terdiri atas:
a. lembar 1 (satu) dan lembar 3 {tiga) dan 4 (empat ) dikirim ke Bank Jateng
Cabang Rembang;
b. lembar 2 {dua) dikirim ke SKPD/pihak ketiga; dan
c. lembar 5 (lima) sebagai arsip Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 79

(1) Sebagai kontrol proses penerbitan SP2D, Bidang Perbendaharaan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempergunakan kartu
peneclitian kelengkapan pengajuan pencairan dana (Check List).

(2) Dokumen yang dipergunakan dalam menatausahakan SP2D mencakup :

a. register SP2D; dan
b. register penolakan penerbitan SP2D.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.



(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(2)

Paragraf 4
Penggunaan Dana

Pasal 80

PPK-SKPD menerima SP2D yang dibubuhi cap “telah diterbitkan SP2D
tanggal beserta nomor” selanjutnya mencatat SP2D tersebut dalam register
SP2D.

Bendahara Pengeluaran (atau pihak ketiga) menerima transfer uang ke
rekeningnya dari Bank yang ditunjuk sebagai Rekening Kas Umum Daerah.

Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan transaksi penerimaan SP2D
ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu yang terkait.

Bendahara pengeluaran mencatat pemotongan dan penyetoran pajak ke
dalam buku pembantu pajak.

Pasal 81

PPTK atas belanja yang telah dilakukan sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya diwajibkan mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai
syarat keabsahan belanja secara materiil.

Berdasarkan bukti belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} PPTK
mengajukan pencairan dana pada bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu baik secara tunai/non tunai, setelah mendapat
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran.

Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat
permohonan pemindahbukuan pembayaran kegiatan dan permintaan
pembayaran tunai disertai bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan surat permohonan pemindahbukuan pembayaran kegiatan
dan permintaan pembayaran tunai bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara
tunai/nontunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal
36.

Prosedur transaksi pembayaran non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik yang diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri.

Format surat permohonan pemindahbukuan pembayaran kegiatan dan
permintaan pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

Dalam hal penggunaan dana bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu SKPD dapat menyimpan uang tunai paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersimpan dalam brankas
masing-masing SKPD pada akhir hari kerja.



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(4)
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(6)

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban atas saldo kas pada masing-masing bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD dituangkan pada
register penutupan kas yang dibuat tiap bulan.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
SKPD setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan
kas.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 83
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per
kegiatan yang dilampiri :

a. Buku Kas Umum (BKU);

b. laporan penutupan kas; dan

c. laporan pertanggungjawaban bendahara.

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, Pada setiap
pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan  laporan
pertanggungjawaban penggunaan UP disampaikan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang

Persediaan (UP) bendahara pengeluaran melakukan verifikasi belanja atas

rekapitulasi belanja beserta bukti-bukti yang sah dari PPTK sebagai berikut:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

c. meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas
pencatatan/pendaftaran Barang Milik Daerah; dan

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti
transaksi.

Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup
setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.



(7)
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(1)

(2)

(1)
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Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling
lambat tanggal 31 Desember.

Pada akhir tahun laporan pertanggungjawaban penggunaan UP
disampaikan tidak menjadi lampiran pengajuan GU tapi sebagai
penyampaian GU Nihil sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak
diperlukan lagi disertai dengan penyetoran sisa dana UP ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada
pihak ketiga.

Berkas Dokumen pengajuan SPP UP/GU/TU/LS berada di SKPD dan
menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran.

Pasal 84

Dalam melakukan Verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang

disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. mencocokkan harga satuan barang dengan standarisasi harga
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Rembang;

c. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran/belanja,

d. menghitung pengenaan PPn/PPh per perincian obyek; dan

e. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
sebelumnya.

Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, pengguna anggaran
menandatangani pertanggungjawaban sebagai bentuk pengesahan.

Pasal 85

Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani
laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

Pasal 86

Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu
dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:

a. buku kas umum,

b. buku pembantu bank;

c. buku pembantu kas tunai;

d. buku pembantu pajak;



e. buku pembantu per sub rincian objek belanja; dan
f. register TU/LS.

(3) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti pengeluaran yang
sah.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(3) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mencakup:
a. buku kas umum;
b. laporan penutupan kas; dan
c. laporan pertanggungjawaban bendahara.

(6) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat

(9).
Pasal 87

(1} Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

(4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
dengan laporan penutupan kas.

(5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran dapat menggunakan komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 89

(1) Penyetoran sisa dana UP ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (8) hanya disetor Bendahara Pengeluaran ke
rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran sebagai sisa UP
paling lambat tanggal 31 Desember.

(2) Penyetoran sisa UP ke rekening Kas Umum Daerah, hanya menjadi
kewajiban Bendahara Pengeluaran.

(3) Dalam lembar setoran, wajib diisi uraian atas uang yang disetorkan, baik
kegiatan atau tahun berkenaan atas setoran tersebut dan untuk kegiatan
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dari tahun berjalan disertai dengan nomor SPM dari pengajuan kegiatan
terkait.

Bagian Kelima
Penatausahaan Pengeluaran SKPKD

Pasal 90

Bendahara Pengeluaran PPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan
pengeluaran SKPKD dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjadi
tanggungjawabnya.

Penatausahaan pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup belanja bunga utang daerah, belanja transfer, belanja tidak
terduga dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 91

Prosedur pengajuan pencairan belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (2) yang mencakup bagi hasil pajak daerah/bagi hasil
retribusi dan bantuan keuangan untuk pemerintah desa di atur dalam
Peraturan Bupati tersendiri.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2)
meliputi penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Kelengkapan untuk pengajuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

. Persetujuan Bupati atas penyertaan modal;

. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;

. Nomor rekening bank atau referensi bank;

. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Rencana bisnis 5 (lima) tahunan penerima penyertaan modal;

Foto copy peraturan yang berlaku sebagai bukti/dasar penyertaan modal
yang diajukan;

g. Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP);

h. Rencana Penggunaan Dana;

i. Akta pendirian/Peraturan Daerah pendirian; dan

j. Foto copy DPA.

S0 oo o

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
pembayaran pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu sesuai
perjanjian pinjaman.

Pasal 92

Dana Desa sebagai bagian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
mekanisme penyalurannya dengan cara memindahbukukan dari Rekening
Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui
RKUD.

Pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan SP2D yang
dterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diakses di
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara
(OMSPAN), dalam bentuk Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa per



(4)

(1)
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tahapnya, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa
(SP2DD) dan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD).

Berdasarkan SP2DD dan SPBDD, BUD menyajikan realisasi Dana Desa
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB YV
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Kebijakan Akuntansi

Pasal 93

Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan
pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
mengatur  definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 94

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diatur dan
ditetapkan tersendiri dengan peraturan Bupati.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Pasal 95

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikast komputer.

Sistem Akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. sistem akuntansi PPKD;

b. sistem akuntansi SKPD; dan

c. BAS.
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Sistern Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh Entitas pelaporan/SKPKD dan entitas
akuntansi/SKPD.

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
yang dilaksanakan entitas pelaporan mencakup teknik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta
penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang
dilaksanakan entitas akuntansi mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD.

Penyusunan laporan Kkeuangan konsolidasian pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih {Laporan Perubahan SAL);
Neraca;

. Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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Penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Operasional (LO);

c. Neraca;

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi
akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS
digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian
pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada
laporan keuangan.

Pasal 96

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (2) diatur dan ditetapkan tersendiri dengan peraturan Bupati.

(1)

Bagian Ketiga
Penomoran Dokumen

Pasal 97

Penomoran dokumen adalah prosedur manajemen dan pengendalian
pengelolaan dokumen dalam pelaksanaan penatausahaan APBD baik
dilakukan secara manual dan/atau mengunakan aplikasi komputer.



(2) Dalam hal menggunakan penomoran dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk keseragaman dan memudahkan pengendalian pada setiap
dokumen dilakukan standarisasi penomoran dokumen dalam Program
Aplikasi Pengelolaan Keuangan.

(3) Standarisasi penomoran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 98

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan
disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai
laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD
serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis 6 {enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai
dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah semester pertama berakhir.

(5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD dan prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati
ini.

Pasal 99

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabung seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 100

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 disampaikan kepada Bupati
paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
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Pasal 101

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 disampaikan
kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan.

Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 102

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan
dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja SKPD.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran,

b. Laporan Operasional (LO};

c. Neraca;

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan sistem akuntansi pemerintahan
sesuai dengan perundang-undangan.

Format laporan keuangan SKPD dan surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran berkenaan,

Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan  keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dart:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca;



(5)
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d. Laporan Operasional (LOJ,

e. Laporan Arus Kas (LAK};

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan
APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Format laporan keuangan Daerah dan surat pernyataan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati
ini.

Pasal 104

Laporan Keuangan disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK} untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Dilakukan Review oleh Inspektorat pada Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APPB sebelum disampaikan ke
BPK;

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya
2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 105

Bupati  menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci dalam rancangan
peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
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Rancangan Peraturan Bupati dilengkapi dengan lampiran:
a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 106

Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.

Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib dipublikasikan.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 107

Rancangan peraturan daerah kabupaten tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal persetujuan disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur
untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
sesuai Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang APBD, Peraturan
Daerah kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati
Kabupaten Rembang tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati
Kabupaten Rembang tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, Bupati
menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati
menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.

Pasal 108

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD wajib melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan
Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi
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peraturan daerah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan peraturan
daerah dan peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
BAB VII

RUMAH SAKIT SEBAGAI UNIT ORGANISAS!I BERSIFAT KHUSUS (UOBK)
Pasal 109

Pada urusan Pemerintah di bidang kesehatan, terdapat Rumah Sakit Daerah
sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) sebagai unit organisasi bersifat fungsional;

Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan,
barang milik daerah serta kepegawaian;

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Direktur yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang
menyelanggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan;

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang
milik daerah serta kepegawaian.

Pasal 110

Otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta
penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;

Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Rumah Sakit Daerah melaksanakan belanja sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan bertanggungjawab atas anggaran pendapatan
belanja yang dipimpinnya.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Direktur Rumah Sakit Daerah ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Direktur Rumah Sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksana anggaran;
c. menandatangai perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi Rumah Sakit
Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam
menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Pasal 111

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (4) Direktur Rumah Sakit menyusun laporan




(1)

(3)

pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan
kinerja.

Laporan Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VIII
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 112

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat meliputi :

a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum,

b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
pelayanan kepada masyarakat; dan

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum,.

BLUD dibentuk dengan tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif
dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya
dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Pola pengelolaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
oleh RSUD dr. Soetrasno dan Puskesmas di Kabupaten Rembang.

Pasal 113

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di
Kabupaten Rembang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(1)

(2)

BAB IX
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 114

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif dan
bertanggungjawab, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga menyampaikan laporan operasional Dana BOS ke PPKD,
Teknis penyampaian laporan dan pola pengelolaan Bantuan Opersional
Sekolah di Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

BAB X

PENGEDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Pengendalian Pelaksanaan APBD

Pasal 115

Pengendalian Pelaksanaan APBD dimaksudkan untuk mendorong agar
pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sechingga



tercapai tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, serta tepat sasaran dan
tepat manfaat.
Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan APBD

Pasal 116

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjamin
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 118

(1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan secara periodik pada SKPD,
yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya
peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib untuk tertib dalam:
a. pelaksanaan kegiatan di SKPD sesuai dengan DPA-SKPD yang telah
ditetapkan; dan
b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual waktu yang telah ditetapkan,
sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

(4) Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada Kketentuan peraturan
perundang-undangan dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;

b. terselenggaranya penilaian risiko;

c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;

d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

BAB XI
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 119

Pengadaan Barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor
62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 20); dan

Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem
Pembayaran Non Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non
Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor
56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

e

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

e A

FAHRUDIN

KRETARIS DAERAH
NPATEN REMBANG,

BERIT]A DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR %1




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

AERHIERY

Format __ Format Persetujuan Rekapltula31 DPA SKPD S
Ala

Format -~ Format DPA-SKPD

AlLb

Format A.l.c =™ Format Ringkasan DPA-SKPD

Format -~ Format DPA-Pendapatan SKPD

Ald

Format A.l.e = Format DPA-Belanja SKPD

Format A.I.f = Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Format ~. Format DPA-Pembiayaan SKPD

Format Anggaran Kas Pemermtah Daerah

Format Anggaran Kas SKPD

Format . FormatSurat Penyed1aan Dana

Alll.a
Format ~ Format Lampiran Surat Penyediaan Dana
AllLb

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMORSD TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG

MEKANISME PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

KETENTUAN UMUM

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau

restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih

Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian  kelebihan penerimaan

pendapatan daerah. Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan

adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang
dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

2. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

3. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Berkaitan hal tersebut terdapat batasan-batasan pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah sebagai berikut:

1. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
b. objek penerimaan daerah yang sama.

9. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

. rekomendasi APIP;

. rekomendasi BPK-RI;

. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada

upaya hukum lainnya; dan/atau
e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangar.

3 Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan
pembayaran, PA sesual dengankewenangannya melakukan proses
verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

o, memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
4. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
a. kesalahan vang dikarenakan kesalahan penulisan; dan
b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang
sudah disampaikan.

5. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil
verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

6. Setiap  pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah.

o oo




7. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi
daerah kepada BUD.

8. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah
Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah /retribusi daerah.

9. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

KETENTUAN PELAKSANAAN
1. Tahap Penerbitan SKLB
a. Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daerah;
b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau
permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah;
c. Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB; dan
d. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

2.Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah
* Bagian 1 Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
Penerimaan Daerah:
a. yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya; dan
b.yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi
pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
*» Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga
Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD
akan memproses pengajuan LS pengembalian  atas kelebihan
pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak
terduga.
3. Tahap Penyesuaian Pencatatan
a. Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara
Penerimaan SKPD melakukan  penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalul
koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah; dan
b. Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara
Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang
dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFID
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LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5P TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG

KETENTUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Ketentuan penggunaan belanja tidak terduga meliputi:
a. Keadaan darurat meliputi:
1. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

b. Keadaan/keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
antara lain:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

4, pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

¢. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun
sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang
terjadi pada tahun sebelumnya.

e. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

f. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai
keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan
sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan,
memanfaatkan kas yang tersedia; dan/atau
3. penjadwalan  ulang capaian  program, kegiatan, dan sub

kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

N

Tata Cara Pelaksanaan

Pengeluaran atas BTT untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD,
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa.
a. Penggunaan BTT keadaan tanggap darurat melalui tahapan:

1. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,
bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar
biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang



membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana
kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; dan

3. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

4. Penyaluran dana BTT tersebut dilakukan dengan mekanisme TU dari
BTT kepada SKPD terkait.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana,

pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan

sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta

tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status

keadaan darurat bencana dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh

Bupati sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

, Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat atau keperluan

mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada

belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaar BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 dan angka 2 menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

. Penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya

yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diluar

keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah,;

2. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih
dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam angka ldan angka 2 menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Perubahan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

. Penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya diatur sebagai berikut:

1. SKPD terkait menyalurkan bantuan sosial tidak terencana sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

2. SKPD terkait mengajukan usulan dilampiri dengan rekomendasi dan
RKB;

3. Penyusunan RKB berdasarkan hasil verifikasi kelayakan dan
persyaratan administrasi penerima bantuan sosial;

4. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kerja kepada
PPKD selaku BUD;

5. Berdasarkan rekomendasi dan RKB dari SKPD terkait maka PPKD




melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) bantuan sosial yang sudah memiliki standar besaran bantuan PPKD
menyalurkan bantuan sosial tidak terencana berdasarkan
verifikasi kesesuaian dokumen RKB dan rekomendasi dari SKPD
terkait; atau

b) bantuan sosial yang belum memiliki standar besaran bantuan untuk
dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati.

6. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D paling
lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;

7. Penyaluran dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan
dengan mekanisme LS dari BTT kepada SKPD terkait;

8. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada
permintaan  tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan yang dilengkapi dengan foto berwarna, fotokopi Kartu
Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir
atau surat keterangan dan rekomendasi dari Kepala Desa dan
diketahui oleh Camat sesuai dengan kewenangannya,

9. Dalam hal terdapat adanya usulan RKB baru, maka RKB tersebut
dapat diusulkan kembali tanpa menunggu selesainya pertanggung
jawaban LS sebelumnya; dan

10.Pagu anggaran bansos yang tidak direncanakan sebelumnya tidak
melebihi pagu anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

1II. PERTANGGUNGJAWABAN
a. Kepala SKPD penerima BTT bertanggung jawab secara fisik dan keuangan

terhadap penggunaan dana tersebut;

b. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan BTT disimpan
oleh SKPD; dan

c. Dalam hal terdapat sisa dana BTT disetorkan ke kas daerah paling lambat
bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban BTT.

IV. PENGAWASAN
a. Pengawasan atas penggunaan dana BTT dilakukan oleh Inspektorat
Daerah; dan
b. Pengawasan pengelolaan dana BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI REMBANG,

1~

ABDUL HAFIDZ




LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR % TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG

KETENTUAN BELANJA HIBAH

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH, BUMN, BUMD, DAN/ATAU BADAN
DAN LEMBAGA, SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN
HUKUM INDONESIA

A.KETENTUAN UMUM

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah, BUMN, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, vyang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.

2. Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan
kepada Bupati untuk dievaluasi SKPD.

4. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

B.BENTUK HIBAH

Belanja hibah dapat berupa uang, barang atau jasa yang dianggarkan

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.TUJUAN

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,

program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai

kepentingan Daerah dalam mendukung  terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

D.PENGANGGARAN BELANJA HIBAH

1. Belanja hibah:

a. dianggarkan pada SKPD setelah usulan dievaluasi oleh SKPD untuk
dicantumkan dalam RKPD; dan

b. dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah.

2. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau
instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan/atau Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan
pada Sekretariat Daerah.

E.PENERIMA HIBAH
1. Pemerintah Pusat
a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah.




b. Hibah dari pemerintah dacrah dilarang  tumpang-tindih
pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud dapat diberikan lebih dari
1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

2. BUMN
Hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BUMD

Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah

yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuail dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD hanya
dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
4. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia terdiri atas:

a. Hibah kepada badan dan lembaga:

1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati;

3)yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat, yang keberadaannya diakui oleh
pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;

4) Koperasi yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenubhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.

5) Persyaratan Hibah kepada badan dan lembaga paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat,
dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar
wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang
pencapaian sasaran program, Kkegiatan dan sub kegiatan
pemerintah daerah.

b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia:

1) Hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
dan

(¢} memiliki sekretariat tetap di daerah.



F. KELENGKAPAN PENGAJUAN HIBAH.
Berikut adalah kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran:
a) Hibah Barang Luring/Offline:
(1) Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah,;
(2} Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait;
(3) SK Bupati Penetapan Penerima Hibah;
(4) NPHD;
(5) Pakta Integritas;
(6) Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan};
(7) Surat Keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga);
(8) Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan);
(9) Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan;
(10)Dokumen Kontrak;
(11)Surat Perintah Pengiriman;
(12)Berita Acara Pemerikssan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK;
(13)Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK};
(14)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK);
(15)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rekanan ke PPK,
(16)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PPK ke PA;
(17)Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA JKPA);
(18)Surat Keterangan Keterlambatan dan Setoran Denda Keterlambatan
(jika pekerjaan mengalami keterlambatan);
(19)Setoran Pajak Daerah/Surat Keterangan Tidak Kena Pajak dari
BPPKAD (jika jenis barang kena PDRD);
(20)Fotokopi NPWP Pihak Ketiga;
(21)Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga; dan
(22)Cetakan Biling Pajak.
b) Hibah Barang Daring/Online:
(1) Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah,;
(2) Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait;
(3) SK Bupati Penetapan Penerima Hibah;
(4) NPHD;
(5) Pakta Integritas;
(6) Susunan Organisasi (Badan/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan);
(7) Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga);
(8) Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan);
(9) Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan;
(10)Dokumen Kontrak;
(11)Berita Acara Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan (Rekanan dan PPK);
(12)Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK};
(13)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK);
(14)Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke PPK;
(15)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
(16)Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA /KPA);
(17)Surat Pengiriman Barang;
(18)Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran Denda
Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan);
(19)Fotokopi NPWP Pihak Ketiga,
(20)Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga; dan
(21)Cetakan Billing Pajak.
c) Belanja Hibah Berupa Uang:
(1) Surat Permohonan Pencairan dari Calon Penerima Hibah,;
(2) Proposal/Usulan Tertulis dari Calon Penerima Hibah;
(3) SK Bupati Penetapan Penerima Hibah;




(4) Rencana/Rincian Penggunaan Hibah;

(5) NPHD;

(6) Pakta Integritas;

(7) Surat Pernyataan Kesanggupan Mempertanggungjawabkan
Penggunaan Anggaran dari Calon Penerima Hibah

(8) Susunan Organisasi,

(9) Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga);

(10)Surat Keterangan Terdaftar Dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan);

(11)Tanda Bukti Pembayaran (C35); dan

(12)Nomor Rekening Penerima (Fotokopi Referensi Bank/Fotokopi Buku
Tabungan)/Lampiran SP2D.

G.LAPORAN

1. Laporan pelaksanaan penggunaan dana hibah diatur dalam naskah
perjanjian hibah daerah dan perundang-undangan yang berlaku:

a. Laporan penggunaan Hibah disampaikan setelah kegiatan selesai
dilaksanakan;

b. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
SKPD terkait di tahun anggaran berkenaan; dan

c. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.

2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point 8 disampaikan
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya
dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD Kab. Rembang; dan

3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point 8 disimpan
dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

II. BELANJA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
A. Ketentuan Umum
Hibah pada partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara.

B. Mekanisme Penyaluran dan Pertangungjawaban Hibah berupa Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik

a. Bupati membentuk tim verifikasi kelengkapan administrasi dalam

pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat

Kabupaten; dan

b. Tim verifikasi diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dengan keanggotaan tim terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, Bagian Hukum sekretariat Daerah, Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan Komisi

Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

¢. Tata cara permohonan bantuan:

1) Partai politik yang mendapatkan kursi mengajukan surat permohonan
hibah berupa bantuan keuangan kepada Bupati yang dibuat dengan
kop surat partai politik, bermaterai, ditandatangani Ketua dan
Sekretaris Partai Politik kabupaten dan dicap stempel partai politik,
serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan
administrasi berupa:

a) surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan
Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan
lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal



_

DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan
ketentuan AD/ART Partai Politik masing-masing;

b) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP};

c) Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi
partai politik di DPRD yang telah dilegalisir oleh Sekretaris KPU
Kabupaten Rembang;

d) Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaarn rekening dari bank yang bersangkutan;

e) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
diprioritaskan untuk pendidikan politik;

f) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, bagi partai politik yang
mendapatkan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan

g) Surat pernyataan ketua partai politik penerima bantuan
keuangan yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan
materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai
politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-
undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar
yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan bendahara atau sebutan
lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai
politik bersangkutan.

2) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi
atas kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah bantuan
keuangan Partai Politik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara.

. Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan hibah bantuan

keuangan pada tahun anggaran berjalan, hibah bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD tidak diberikan.

. Laporan penggunaan hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik

disampaikan kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan pengeluaran hibah bantuan keuangan yang bersumber

dari dana APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1

(satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran

berakhir, berupa:

1) Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah bantuan
keuangan parpol dan rincian belanja hibah bantuan keuangan parpol
per kegiatan,;

2) Rekapitulasi barang inventarisasi/modal (fisik), barang persediaan
pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana hibah
bantuan keuangan partai politik; dan

3) Laporan pertanggungjawaban pada point 1 dan point 2 dilampiri
dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat
penyataan tanggung jawab (Representation letter) yang ditandatangani
ketua DPC atau sebutan lain.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR SDTAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Ketentuan Umum

1.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam kecadaan tertentu
dapat berkelanjutan.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak
dari krisis sosial, krisis ekonomi, Krisis politik, fenomena alam, atau
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Penerima Bantuan Sosial

1.

2.

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami
risiko sosial; atau

Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak
risiko sosial.

Jenis Bantuan Sosial

1.

2.

Bantuan sosial berupa uang diberikan :

a. kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri
atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

b. secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang
Barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti




bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

D. Penganggaran Bantuan Sosial
Pengganggaran bantuan sosial dikategorikan atas 2 (dua) bantuan sosial
yaitu bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.
1. Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya
a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan
besarannya pada saat penyusunan APBD.
b. berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan
kepala SKPD kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan
dan kewenangannya.

c. dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

d. dalam bentuk bantuan barang dianggarkan dalam program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan proses pengadaan
barang tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima
bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

2. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko social yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

b. tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

d. usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

E. Kriteria Bantuan sosial

Bantuan sosial memenubhi kriteria paling sedikit:

1. Selektif
Bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
Adalah memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan
Bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko
sosial; dan

4, Sesuai tujuan penggunaan.




F. Tujuan Pemberian Bantuan Sosial

1. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.

5. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

6. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang
dituyjukan untuk rehabilitasi.

G. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban
1. Bagi Penerima bantuan sosial yang telah direncanakan sebelumnya,
berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati yang berisi penetapan
penerima bantuan sosial yang sudah direncanakan sebelumnya,
dengan dilengkapi persyaratan :
Surat Permohonan Pencairan dari Calon Penerima Bantuan Sosial;
Proposal/Usulan Tertulis dari Calon Penerima Bantuan Sosial,
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait,
SK Bupati Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
Rencana/Rincian Penggunaan Bantuan Sosial;
Pakta Integritas;
Surat Pernyataan Kesanggupan Mempertanggungjawabkan
Penggunaan Anggaran dari Calon Penerima Bantuan Sosial;
Fotokopi Indentitas Kependudukan /KTP;
1. Tanda Bukti Pembayaran (C5);
j. Nomor Rekening Penerima {(Fotokopi Referensi Bank/Fotokopi
Buku Tabungan)/Lampiran SP2D.
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2. Pengajuan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga vyang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dilengkapi persyaratan :

a. Surat permohonan pencairan dana;
b. Nomor rekening penerima yang masih aktif;

Fotokopi KTP penerima bantuan yang masih aktif;

Fotokopi Kartu keluarga;

Tanda bukti pembayaran/C5;

Pakta integritas;
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g. Surat pernyataan penerima bantuan, berisi bantuan yang
diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai RKB;

Laporan bencana,;

Foto kejadian;

Surat keterangan tidak mampu;

Surat keterangan domisili

SR

3. Pertanggungjawaban penerima bantuan social meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan;

c. bukti-bukti pengeluaran yvang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan
sosial berupa barang.

4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a
dan b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD

Kab. Rembang.

5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c
tersebut disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial
selaku obyek pemeriksaan

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN VI :

FPERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 50U TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG

KELENGKAPAN DOKUMEN LAMPIRAN LS

A. KELENGKAPAN DOKUMEN LAMPIRAN SPP LS
A.1 Lampiran LS- GAJI dan SKPP
1. Lampiran LS Gaji
a. Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji induk dibuat rangkap 3
(tiga) dilampiri dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta Keluarganya;

2. Daftar Perbedaan gaji bulan lalu dengan bulan berjalan;

3. Daftar Gaji dsb untuk para Pegawai;

4. Daftar Rincian Belanja dan Tunjangan Pegawai Pembayaran Gaji;
dan

5.Rekap Daftar Gaji untuk bulan yang bersangkutan per
golongan/ruang.

b. Pengajuan SPP-LS Belanja Pegawai Gaji Susulan, Kekurangan Gaji,
Gaji Terusan, Tunjangan Jabatan dan Uang Duka Wafat/Tewas
dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
1. Untuk SPP-LS Susulan Gaji karena Pengangkatan CPNS dan

Mutasi dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Copy SK Capeg (dilegalisir);
b) Copy SK Mutasi (dilegalisir);
c) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (dilegalisir};
d) Tembusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
dan
e) Tembusan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran
Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK).
9 Untuk SPP-LS Susulan Gaji karena dijatuhi hukuman disiplin
dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Copy SK Pangkat terakhir (dilegalisir);
b) Copy SK Badan Pertimbangan Pegawai (dilegalisir); dan
c) Copy SK hukuman disiplin dari Bupati (dilegalisir).
3. Untuk SPP-LS Untuk Kekurangan Gaji dilampiri dokumen sebagai
berikut:
a) Copy SK kenaikan pangkat (dilegalisir);
b) Copy SK Berkala (dilegalisir); dan
c) Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum kenaikan dan
daftar gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.
4 Untuk SPP-LS untuk Pembayaran Kekurangan Tunjangan
Jabatan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Copy SK Jabatan Struktural (dilegalisir);
b) Copy SK Jabatan Fungsional (dilegalisir);
c) Copy Surat Pernyataan Pelantikan (dilegalisir);
d) Copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan (dilegalisir);
e) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan
(dilegalisir); dan
f) Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum kenaikan dan
daftar gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.
5. Pembayaran Terusan Gaji dibayarkan selama 4 bulan dan dalam
pengajuan SPP-LS dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/
Kepala Desa dan Camat (dilegalisir);




b) Copy SK Pangkat Terakhir (dilegalisir); dan
c) Copy Surat Nikah (dilegalisir}.

6. Sambil menunggu ketentuan huruf e sementara dapat
mengajukan Uang Duka /Wafat.Untuk pembayaran
Kekurangan/Susulan Gaji (kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala dan lain-lain) hanya dapat dibayarkan maksimal 2 (dua)
tahundalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung SK dimaksud
ditetapkan;

0. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi
pegawai negeri sipil yang telah purna tugas/pensiun dan yang mutasi
keluar Kabupaten Rembang, dengan ketentuan :
a.Bagi pegawai yang purna tugas SKPP diusulkan setelah penerimaan

gaji terakhir dan bagi pegawai yang mutasi keluar kabupaten, SKPP

diusulkan setelah surat menghadap dari kepala daerah diterbitkan.
b.Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
disertai kelengkapan dokumen pendukung.

3. Kelengkapan berkas pengajuan SKPP adalah:
a.bagi PNS yang Pensiun (Mencapai Batas Usia Pensiun /Atas

Permintaan Sendiri) :

o Fotocopy SK Pensiun;

o Fotocopy Daftar Gaji terakhir;

o Daftar Perincian Gaji Terakhir;

o Fotocopy SKUM-PTK; dan

o Surat Pernyataan Gaji Terakhir dari Bendahara Gaji (contoh
terlampir}.

b. bagi PNS yang pensiun karena meninggal dunia :

o Fotocopy SK Pensiun Janda/Duda/Tewas;

Fotocopy Daftar Gaji Terusan (4 bulan setelah meninggal);

Daftar Perincian Gaji Terakhir;

Fotocopy SKUM-PTK; dan

Surat Pernyataan Gaji Terakhirdari Bendahara Gaji(contoh

terlampir).

c.bagi PNS yang pensiun karena diberhentikan dari PNS :

o Fotocopy SK Pemberhentian;

o Fotocopy Daftar Gaji terakhir;

o Daftar Perincian Gaji Terakhir;

o Fotocopy SKUM-PTK; dan

o Surat Pernyataan Gaji Terakhirdari Bendahara Gaji (contoh
terlamrpir).

d. bagi PNS yang mutasi keluar Kabupaten Rembang :

o Fotocopy SK Mutasi (SK Gubernur/Kepala BKN);

Fotocopy Daftar Gaji terakhir;

Daftar Perincian Gaji Terakhir;

Fotocopy SKUM-PTK;

Surat Pernyataan Gaji Terakhir dari Bendahara Gaji (contoh

terlampir);

o Fotocopy Surat persetujuan mutasi antar Bupati ( Asal dan yang
ditempati);

o Fotocopy Surat menghadap dari Bupati Rembang ke Instansi yang
dituju; dan

o Fotocopy SK terakhir (SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji
Berkala).

4. Kelengkapan berkas tersebut sebanyak 1 (satu) rangkap, dilengkapi
dengan pengantar dari SKPD dan dikirimkan kepada Kepala Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Rembang.
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A.2 Kelengkapan Lampiran SPP LS gaji/tunjangan/jasa pengabdian DPR
dan TPP

1)

2)

3)

4)

Gaji dan Tunjangan DPRD:

a. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan; dan

b. Cetakan Kode Billing Pajak dan atau/Simponi.

Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi:

a. Tanda Bukti Pembayaran (C5};

b. Tanda Terima Insentif Pemungutan Retribusi;

c. Surat Pengajuan Pencairan Insetif Pemungutan Retribusi kepada

BPPKAD beserta Realisasi Target;

d. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Insentif Pemungutan Retribusi; dan

e. Cetakan Kode Billing Pajak.

Jasa Pengabdian DPRD:

a. Tanda Bukti Pembayaran (C3)

b. Daftar Rekapitulasi Penerimaan

c. Fotokopi Surat Keputusan (SK)

d. Cetakan Kode Billing Pajak

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP):

. Tanda Bukti Pembayaran (C5);

. Tanda Terima Penerima TPP;

. Laporan Rekap Kinerja ASN;

. Rekap TPP sesuai Pengukuran (Lampiran V Peraturan Bupati Nomor
64 Tahun 2020);

. Rekap TPP Berdasarkan Kode Rekening Belanja
Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran TPP

. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Jabatan (pengajuan pertama dan
jika ada pergantian jabatan}

. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pemberian TPP (pengajuan pertama)
Daftar Rekapitulasi Rekening Penerima dan Besaran TPP yang akan
dipindahbukukan /Lampiran SP2D

J- Cetakan Kode Billing Pajak

g0 o
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A3. Kelengkapan Lampiran SPP LS Barang dan Jasa

1}

2}

3)

Jasa Non Konstruksi (Jasa Lainnya)

Tanda Bukti Pembayaran (C5 bermaterai)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Rekanan dan PPK

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekanan dan PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena

Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran

Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga

n. Cetakan Biling Pajak

BBM Operasional Alat Berat DPUTARU

a. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

b. Rekapitulasi Penerima dan Pengeluaran BBM Operasional Alat
Berat perbulan

c. Fotokopi Bukti Pembelian BBM Operasional Alat Berat

Belanja DAK Fisik/Non Fisik (Non Honorarium)

a. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

b. Daftar Rincian Penggunaan Belanja SPP-LS
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4) DAK Fisik (Bidang Pendidikan)

S)

6)

7)

8)

a. Tanda Bukti Pembayaran {C5)

b. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan

dari Ketua Panitia Pelaksana Pekerjaan (Mengetahui Kepala

Sekolah)

Dokumen Kontrak

d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Ketua Panitia, Tim
Fasilitator dan, mengetahui Kepala Sekolah (Pengajuan Tahap II,1III)

e. Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa dari Kepala Sekolah kepada KPA selaku
PPK (Pengajuan Tahap II,III)

f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dari Kepala Sekolah

kepada KPA selaku PPK (Pengajuan Tahap II,III)

Berita Acara Pembayaran (Kepala Sekolah dan KPA)

Rincian Tahapan Pencairan

Foto dokumentasi pekerjaan (dari 0% s/d 100%)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Bupati Penerima DAK

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Sekolah

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Komite Sekolah

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana Pembangunan

Sekolah

Fotokopi Surat Keputusan (SK) KPA dan PPK

Fotokopi KTP Kepala Sekolah, Bendahara, Ketua Panitia

Pembangunan, Komite Sckolah

r. Fotokopi NPWP Sckolah

s. Nomor Rek Bank Sekolah (Fotokopi Referensi Bank dan/atau
Fotokopi Buku Tabungan)

t. Fotokopi NPSN Sekolah

Honorarium

Tanda Bukti Pembayaran (C5})

Tanda Terima Penerima Honorarium

Daftar Hadir Penerima Honorarium

Fotokopi Surat Tugas/Surat Keputusan (SK} Penerima

Honorarium/Surat Keputusan Tim Kepanitiaan

e. Cetakan Kode Billing Pajak

Jasa Pelayanan Kesehatan

a. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

b. Daftar Rekapitulasi Pembayaran JPK

¢. Surat Keputusan (SK) Penerima JPK

Belanja Kontribusi

Tanda Bukti Pembayaran bermaterai/C5 bermaterai

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Berita Acara Pembayaran

Surat Tagihan

. Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga

Pajak Penerangan Jalan Umum

a. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

b. Surat Tagihan Rekening Listrik berikut Daftar Tagihan Listrik dari
PLN

c. Surat Keterangan Pembayaran dan Biaya Administrasi Tagihan
Listrik berikut Daftar Jumlah Total Tagihan Rekening Listrik Lampu
Penerangan Jalan Umum
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9) Belanja Premi Asuransi Kesehatan

a. Mutlak PA/KPA
b. Tanda Bukti Pembayaran (C5)
c. Surat Pengajuan Klaim beserta Rincian Jumlah dan Biaya

10) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa

11)

a. Surat Permohonan Pencairan dari Calon Penerima Dana Transfer
b. Rencana/Rincian Penggunaan Dana

c. Surat Pernyataan Kesanggupan Mempertanggungjawabkan

Penggunaan Anggaran

d. dari Calon Penerima Dana Transfer

e. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

f. Nomor Rekening Penerima
Barang/Jasa Non Konstruksi {(Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli/Instruktur)

a. Tanda Bukti Pembayaran {C5)

b. Tanda Terima Penerima Honorarium

c. Daftar Hadir Penerima Honorarium

d. Fotokopi Undangan berikut Jadwal Acara/Kegiatan

e. Surat Tugas/Surat Keputusan Penerima Honorarium

f. Cetakan Kode Billing Pajak

A4, Kelengkapan Lampiran SPP LS Subsidi/Hibah/bansos
1) Bagi Hasil (BHPD, BHRD)/Bantuan Keuangan/Belanja Tak
Terduga/Subsidi

2)

3)

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

Surat Permohonan Pencairan

SK Bupati

Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Oleh Kantor Akuntan
Publik

Rekapitulasi Beserta Rincian Lampiran (ADD,BHPD, dan BHRD)
Nomor Rekening Penerima (Fotokopi Referensi Bank/Fotokopi
Buku Tabungan)/Lampiran SP2D

Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang

Surat Permohonan Pencairan dari Calon Penerima Bantuan Sosial
Proposal/Usulan Tertulis dari Calon Penerima Bantuan Sosial
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Bantuan Sosial

Rencana/Rincian Penggunaan Bantuan Sosial

Pakta Integritas

Surat Pernyataan Kesanggupan Mempertanggungjawabkan
Penggunaan Anggaran

dari Calon Penerima Bantuan Sosial

Fotokopi Indentitas Kependudukan/KTP

Tanda Bukti Pembayaran (C5}

Nomor Rekening Penerima (Fotokopi Referensi Bank/Fotokopi
Buku Tabungan)/Lampiran SP2D

Hibah Jasa Konstruksi Sertifikat Bulanan (Mounthly Certificate) 1,11,...
a. Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hiba

b. Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait

c. SK Bupati Penetapan Penerima Hibah
d

€
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NPHD
Pakta Integritas
Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan)

g.  Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

h. Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)




4)

5)

8 me

° 5

i

2

S E oo

—. e T

-0 a0 op

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Laporan Sertifikat Bulanan (Mountly Certificate/ MC}/Laporan
Progres Bulanan sesuai MC yang diajukan

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Foto dokumentasi pekerjaan (0% s/d pengajuan)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

1bah Swakelola oleh Institusi Penanggungjawab Anggaran (Tipe [)

Proposal/ Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari Tim
Pelaksana Swakelola

Dokumen Kontrak

Nota Kesepahaman

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan Tim Pengawas

Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa dari Tim Pengawas kepada PPK

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana Swakelola
dan PPK]

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan PPK)

Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Realisasi Fisik dan
Keuangan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana
kepada PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan
PA/KPA)

Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan (0%-100%)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Swakelola (Tim Perencana,
Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)

Cetakan Kode Billing Pajak

1bah Swakelola oleh Institusi Lain (Tipe 1)

Proposal /Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas
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Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari Tim
Pelaksana Swakelola

Dokumen Kontrak

Naskah Kerja Sama/Nota Kesepahaman (PA/KPA dengan Instansi
pemerintah lain )

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan Tim Pengawas

Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa dari Tim Pengawas kepada PPK

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana Swakelola
dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan PPK)

Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Realisasi Fisik dan
Keuangan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana
kepada PPK

Berita Acara Serah Terima Peckerjaan dari PPK kepada PA

Berita Acara Pembayaran (Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan PA)
Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan (0%-100%)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Swakelola (Tim Perencana,
Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD)
Cetakan Kode Billing Pajak

ibah Swakelola oleh Organisasi Kemasyarakatan (Tipe III)

Proposal/ Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan

Dokumen Kontrak

Kontrak Swakelola (Organisasi Kemasyarakatan dan PPK)

Nota Kesepahaman (Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dengan
PA)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Tim Pengawas
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Pimpinan Organisasi dan PPK)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Pimpinan Organisasi dan
PPK)

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan kepada PPK

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada
PA/KPA

Laporan Swakelola dan Dokumentasi

Berita Acara Pembayaran (Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
dan PA)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Swakelola (Tim
Persiapan, Tim Pengawas) oleh PA/KPA

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Swakelola (Tim
Pelaksana) oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan

Fotokopi Surat Keputusan (SK) PPK
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Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum Organisasi
Kemasyarakatan

Fotokopi NFWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

ibah Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Tipe IV)

Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari
Pimpinan Kelompok Masyarakat

Dokumen Kontrak

Nota Kesepahaman (Pimpinan Kelompok Masyarakat dengan PA)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Pimpinan Kelompok
Masyarakat, Tim Pengawas dan mengetahui PPK (Pengajuan
Tahap ILIII)

Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa dari PPK kepada PA (Pengajuan Tahap
IL,II0)

Laporan Bulanan Capaian Realisasi Fisik, Keuangan, Evaluasi
Kegiatan (Tahap IL1II)

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Tahap II dan III)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Tahap 1T dan III)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Sebelumnya dari
Pimpinan Kelompok Masyarakat kepada PPK (Pengajuan Tahap
I1,I11)

Berita Acara Pembayaran (Pimpinan Kelompok Masyarakat, PPK
dan Mengetahui PA)

Rincian Tahapan Pencairan

Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan (Tahap I,IL1III}

Fotokopi Surat Penetapan Kelompok Masyarakat

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Swakelola (Tim
Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) PPK

Fotokopi KTP Pimpinan Kelompok Masyarakat, Bendahara, Ketua
Tim Penyelenggara Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim
Pengawas)

Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

elanJa Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Surat Permohonan Pencairan dari Calon Penerima Hibah
Proposal/Usulan Tertulis dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

SK Tim Verifikasi

SK DPP Partai Politik/Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik
yvang dilegalisir oleh

Ketua dan Sekjen DPP Partai Politik

Rencana/Rincian Penggunaan Hibah

Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan
Keuangan TA sebelumnya

yang telah diperiksa oleh BPK

Surat Pernyataan Kesanggupan Mempertanggungjawabkan
Penggunaan Anggaran

dari Calon Penerima Hibah
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Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetepan Perolehan Kursi
dan Suara Partai Politik

yang dilegalisir Sekretaris KPU Kabupaten

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

Fotokopi Referensi Bank

Fotokopi NPWP

Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Partai Politik

Hlbah Barang Luring/ Offline
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Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan)

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Surat Perintah Pengiriman

Berita Acara Pemerikssan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rekanan ke PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PPK ke PA

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Surat Keterangan Keterlambatan dan Setoran Denda
Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena Pajak Dari
BPPKAD (jika jenis barang kena PDRD)

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

1bah Barang Daring/ Online

Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan)

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)

Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan {(Rekanan dan PPK)
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Surat Pengiriman Barang

Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran Denda
Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
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Fotokopi NPWP Pihak Ketiga
Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga
Cetakan Billing Pajak

Belanja Hibah Berupa Uang

Surat Permohonan Pencairan dari Calon Penerima Hibah
Proposal/Usulan Tertulis dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi dari Kepala SKPD Terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

Rencana/Rincian Penggunaan Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Surat Pernyataan Kesanggupan Mempertanggungjawabkan
Penggunaan Anggaran

dari Calon Penerima Hibah

Susunan Organisasi

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

Surat Keterangan Terdaftar Dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

Nomor Rekening Penerima (Fotokopi Referensi Bank/Fotokopi
Buku Tabungan)/Lampiran SP2D

Hibah Jasa Konstruksi Termin ...
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Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan}

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK}

Berita Acara Penyelesaian Peckerjaan (Rekanan dan PPK)
(pengajuan fisik 100%)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK
(pengajuan fisik 100%)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
(pengajuan fisik 100%)

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami
keterlambatan) {Untuk pengajuan pekerjaan 100% atau
pengajuan termin terakhir)

Foto Dokumentasi Pekerjaan (dari 0% s/d pengajuan)
Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak
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Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan)

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Rekanan dan PPK

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Rekanan dan PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami

keterlambatan)

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Hibah Jasa Konstruksi 100 % (seratus persen)
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Proposal/Usulan Tertulis Dari Calon Penerima Hibah
Rekomendasi Dari Kepala SKPD terkait

SK Bupati Penetapan Penerima Hibah

NPHD

Pakta Integritas

Susunan Organisasi (Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan)

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa (Hibah Kepada
Badan/Lembaga)

Surat Keterangan Terdaftar dari KEMENKUMHAM (Hibah Kepada
Organisasi Kemasyarakatan)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Foto dokumentasi pekerjaan (dari 0% s/d 100%)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Jaminan Pemeliharaan (jika masa pemeliharaan
belum selesai)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga




w. Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga
x. Cetakan Biling Pajak

A5. Kelengkapan Lampiran SPP LS Modal
1) Barang Luring/ Offline

2)

3)

4)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan
Dokumen Kontrak
Surat Perintah Pengiriman
Berita Acara Pemerikssan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rekanan ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PPK ke PA
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)
Surat Keterangan Keterlambatan dan Setoran Denda
Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena Pajak Dan
BPPKAD (jika jenis barang kena PDRD)
Fotokopi NPWP Pihak Ketiga
Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga
. Cetakan Biling Pajak
arang Daring/ Online
Surat Pernyataan Kesanggupan Rekanan
Dokumen Kontrak
Berita Acara Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
Berita Acara Pembayaran {Rekanan dan PA/KPA)
Surat Pengiriman Barang
Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran Denda
Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi NPWP Pihak Ketiga
Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga
Cetakan Billing Pajak
Konsultansi Perencanaan
Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan
Dokumen Kontrak
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK) {untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau pengajuan termin akhir)
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK {(untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau pengajuan termin akhir)
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA (untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau pengajuan termin akhir}
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)
Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
] Fotokopi Setoran BPJS dan Fotokopi Rincian BPJS
k. Fotokopi NPWP Pihak Ketiga
l.  Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga
m. Cetakan Biling Pajak
Jasa Konstruksi Termin ...
a
b
c
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Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan
Dokumen Kontrak
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
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Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
(pengajuan fisik 100%)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK
(pengajuan fisik 100%}

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
(pengajuan fisik 100%)

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami
keterlambatan) (Untuk pengajuan pekerjaan 100% atau
pengajuan termin terakhir)

Foto Dokumentasi Pekerjaan (dari 0% s/d pengajuan)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Konstruksi 100 % (seratus persen)

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Foto dokumentasi pekerjaan (dari 0% s/d 100%)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Jaminan Pemeliharaan (jika masa pemeliharaan
belum selesai)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Konsultansi Perencanaan Termin .....

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Konsultansi Pengawasan

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK) (untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau ter
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Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK (untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau termin akhir)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA (untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau termin akhir)

Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi/Fisik
dari Rekanan ke PPK (untuk pengajuan pekerjaan 100% atau
termin akhir)

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA])

Fotokopi Setoran BPJS dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Konsultansi Perencanaan Termin Terakhir

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK) (untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau pengajuan termin akhir)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK (untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau pengajuan termin akhir)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA {untuk
pengajuan pekerjaan 100% atau pengajuan termin akhir)

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

wakelola oleh Institusi Penanggungjawab Anggaran (Tipe I)

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari Tim
Pelaksana Swakelola

Dokumen Kontrak

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan Tim Pengawas

Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa dari Tim Pengawas kepada PPK

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana Swakelola
dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan PPK)

Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Realisasi Fisik dan
Keuangan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana
kepada PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan
PA/KPA)

Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan (0%-100%)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Swakelola (Tim Perencana,
Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank




10)

11)

q.

r.

Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)
Cetakan Kode Billing Pajak

Swakelola oleh Institusi Lain (Tipe II)

a.

b.
C.
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Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari Tim
Pelaksana Swakelola

Dokumen Kontrak

Naskah Kerja Sama/Nota Kesepahaman (PA/KPA dengan Instansi
pemerintah lain )

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan Tim Pengawas

Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa dari Tim Pengawas kepada PPK

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana Swakelola
dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Ketua Tim Pelaksana
Swakelola dan PPK)

Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Realisasi Fisik dan
Keuangan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana
kepada PPK

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada PA

Berita Acara Pembayaran (Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan PA)
Foto Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan (0%-100%)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Swakelola (Tim Perencana,
Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK])
Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)

Cetakan Kode Billing Pajak

Swakelola oleh Organisasi Kemasyarakatan (Tipe III)
a.

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan

Dokumen Kontrak

Kontrak Swakelola {Organisasi Kemasyarakatan dan PPK)

Nota Kesepahaman {Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dengan
PA)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Tim Pengawas
Berita Acara Kemajuan Pckerjaan (Pimpinan Organisasi dan PPK)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Pimpinan Organisasi dan
PPK)

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan kepada PPK

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada
PA/KPA

Laporan Swakelola dan Dokumentasi

Berita Acara Pembayaran (Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
dan PA)

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Swakelola {Tim
Persiapan, Tim Pengawas) oleh PA/KPA

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Swakelola (Tim
Pelaksana) oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan

Fotokopi Surat Keputusan (SK) PPK




12)

13)

jo

q.
r.

Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum Organisasi
Kemasyarakatan

Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Tipe 1V)

a.
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Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari
Pimpinan Kelompok Masyarakat

Dokumen Kontrak

Nota Kesepahaman (Pimpinan Kelompok Masyarakat dengan PA)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksana Swakelola

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan yang diperiksa ditandatangani Pimpinan Kelompok
Masyarakat, Tim Pengawas dan mengetahui PPK (Pengajuan
Tahap II,1II)

Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berikut Lampiran Hasil
Pekerjaan vang diperiksa dari PPK kepada PA (Pengajuan Tahap
I1,11)

Laporan Bulanan Capaian Realisasi Fisik, Keuangan, Evaluasi
Kegiatan (Tahap ILIII)

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Tahap II dan HI)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Tahap II dan III)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Sebelumnya dari
Pimpinan Kelompok Masyarakat kepada PPK (Pengajuan Tahap
I1,11)

Berita Acara Pembayaran (Pimpinan Kelompok Masyarakat, PPK
dan Mengetahui PA)

Rincian Tahapan Pencairan

Foto Dokumentast Kemajuan Pekerjaan (Tahap I,I1III)

Fotokpi Surat Penetapan Kelompok Masyarakat

Fotokpi Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Swakelola (Tim
Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas)

Fotokpi Surat Keputusan (SK) PPK

Fotokopi KTP Pimpinan Kelompok Masyarakat, Bendahara, Ketua
Tim Penyelenggara Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim
Pengawas)

Fotokopi NPWP

Fotokopi Nomor Rekening Bank

Konstruksi Sertifikat Bulanan (Mounthly Certificate} Terakhir
Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Laporan Sertifikat Bulanan (Mountly Certificate/ MC) /Laporan
Progres Bulanan sesuai MC yang diajukan

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke PPK
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA}

Foto dokumentasi pekerjaan (0% s/d pengajuan)

Fotokopi Surat Jaminan Pemeliharaan (jika masa pemeliharaan
belum selesai)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga
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Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Konstruksi Sertifikat Bulanan (Mounthly Certificate) 1,11,...

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rekanan dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Laporan Sertifikat Bulanan (Mountly Certificate/ MC)/Laporan
Progres Bulanan sesuai MC yang diajukan

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Foto dokumentasi pekerjaan (0% s/d pengajuan)

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Pengadaan Tanah
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Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pemilik Tanah dan PPK
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Pemilik Tanah dan PPK)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Pemilik Tanah dan PPK)
Berita Acara Serah Terima dari Pemilik Tanah ke PPK

Berita Acara Serah Terima dari PPK ke PA/KPA

Berita Acara Pembayaran (Pemilik Tanah dan PA/KPA)

Surat Pernyataan Pelepasan/penyerahan hak atas tanah
Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi

Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat
yang menyatakan bahwa tanah berkaitan milik bersangkutan dan
tidak dalam sengketa

Berita Acara Kesepakatan (Konsultansi Publik antara Tim
Persiapan, Pihak yang berhak dan Masyarakat yang terkena
dampak}

Fotokopi Akta-akta perbutatan hukum lainnya yan berkaitan
dengan tanah bersangkutan

Fotokopi Surat Bukti Pengukuran Tanah dari Kantor Pertanahan
(Surat Ukur)

Fotokop Sertifikat Hak atas Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah
Fotokopi NPWP Pemilik Tanah

Fotokopi Nomor Rekening Bank Pemilik Tanah

Cetakan Biling Pajak

Konstruksi Termin Terakhir (Pemeliharaan

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan

Dokumen Kontrak

Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil PekerjaanRekanan dan
PPK (Aseli jika masa pemeliharaan sudah selesai)

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Rekanan dan PPK)

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Rekanan dan PPK)
Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Rekanan ke
PPK (Asli jika masa pemeliharaan sudah selesai)

Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke
PA/KPA (Asli jika masa pemeliharaan sudah selesai)

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Foto dokumentasi pekerjaan (dari 0% s/d 100%)
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Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Surat Jaminan Pemeliharaan (jika masa pemeliharaan
belum selesai)

Fotokopi Surat Keterangan Keterlambatan dan Fotokopi Setoran
Denda Keterlambatan (jika pekerjaan mengalami keterlambatan)
Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

asa Konstruksi Uang Muka Pekerjaan

Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan
Dokumen Kontrak

Rincian Uang Muka Pekerjaan yang diajukan dari Rekanan ke PPK

Berita Acara Pembayaran (Rekanan dan PA/KPA)

Fotokopi Surat Jaminan Uang Muka

Fotokopi Setoran Pajak Daerah/ Surat Keterangan Tidak Kena
Pajak Dari BPPKAD

Fotokopi Setoran BPJS Dan Fotokopi Rincian BPJS

Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

Fotokopi Nomor Rek Bank Pihak Ketiga

Cetakan Biling Pajak

Pengeluaran Pembiayaan

a.
b.

C.

Tanda Bukti Pembayaran (C5) bermaterai
Surat Keputusan (SK})
Nomor Rekening Pihak Ketiga

B. KELENGKAPAN DOKUMEN LAMPIRAN SPM -LS
Dana Operasional KDH/WKDH/Pimpinan DPRD

1)

2)

3)

o)

a.
b.

C.

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA

Gaji dan Tunjangan DPRD

a.

b.

C.

d.

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

Daftar Rekapitulasi Penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan
Cetakan Kode Billing Pajak dan atau/Simponi

Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi

a.
b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
c. Fotokopi DPA

d.
e
f.

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

. Tanda Terima Insentif Pemungutan Retribusi

Cetakan Kode Billing Pajak

Jasa Pengabdian DPRD

L

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

Daftar Rekapitulasi Penerimaan
Cetakan Kode Billing Pajak

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

a.
b.
c.

d.
e.

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

Tanda Terima Penerima TPP




6)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

f. Daftar Rekapitulasi Rekening Penerima dan Besaran TPP yang akan
dipindahbukukan/Lampiran SP2D

g. Cetakan Kode Billing Pajak

BBM Operasional Alat Berat (DPUTARU)

Surat Pernyataan Verilikasi PPK-SKPD

Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

Fotokopi DPA

Rekapitulasi Penerima dan Pengeluaran BBM Operasional Alat

Berat perbulan

e. Fotokopi Bukti Pembelian BBM Operasional Alat Berat

Jasa Non Konstruksi (Jasa Lainnya)

oo

a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD

b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

c. Fotokopi DPA

d. Rincian Pencairan

e. Fotokopi NPWP Pihak Ketiga

f. Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga

g, Cetakan Biling Pajak

Pajak Penerangan Jalan Umum

a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

c. Fotokopi DPA

d. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

e. Surat Tagihan Rekening Listrik berikut Daftar Tagihan Listrik dari
PLN

f. Surat Keterangan Pembayaran dan Biaya Administrasi Tagihan

Listrik berikut Daftar Jumlah Total Tagihan Rekening Listrik
Lampu Penerangan Jalan Umum

DAK Fisik (Bidang Pendidikan)

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA
Rincian Pencairan

Fotokopi NPWP Sekolah

Nomor Rekening Bank Sekolah (Fotokopi Referensi Bank dan/atau
Fotokopi Buku Tabungan)
Belanja DAK Fisik/Non Fisik (Non Honorarium)
a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

c. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

d. Daftar Rincian Penggunaan Belanja SPM-LS
e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa
a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

c. Fotokopi DPA

d. Tanda Bukti Pembayaran (C5)

e. Nomor Rekening Penerima

Honorarium
Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA
Tanda Bukti Pembayaran (C5)
Tanda Terima Penerima Honorarium
Cetakan Kode Billing Pajak
Jasa Pelayanan Kesehatan

a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

o a0 o
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Fotokopi DPA

Tanda Bukti Pembayaran (C5)

Daftar Rekapitulasi Pembayaran JPK
Surat Keputusan (SK) Penerima JPK

-0 a0

14) Belanja Kontribusi
Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA
Berita Acara Pembayaran
Fotokopi Surat Tagihan
Fotokopi Nomor Rekening Bank Pihak Ketiga
15) Belanja Premi Asuransi Kesehatan
a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
c. Fotokopi DPA
d. Tanda Bukti Pembayaran (C5)
e. Surat Pengajuan Klaim beserta Rincian Jumlah dan Biaya
16} Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
a. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
b. Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
c. Fotokopi DPA
d
e

™o a0 op

. Tanda Bukti Pembayaran C5
. Tanda Terima Penerima Honorarium
f. Cetakan Kode Billing Pajak
17) Belanja Subsidi/Hibah Berupa Uang/Bantuan Sosial Berupa
Uang/Bagi Hasil (BHPD, BHRD/Bantuan Keuangan/Belanja Tidak
Terduga)
Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA
Tanda Bukti Pembayaran (C5)
Fotokopi Rekapitulasi (ADD, BHPD, BHRD)
Nomor Rekening Penerima (Fotokopi Referensi Bank/Fotokopi Buku
Tabungan)/Lampiran SP2D
18) Pengeluaran Pembiayaan
Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD
Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP
Fotokopi DPA
Tanda Bukti Pembayaran (C5) bermaterai
Nomor Rekening Pihak Ketiga

O a0 op
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B. DAFTAR KERTAS KERJA PENATAUSAHAAN APBD

s Ao o i b ks k e
Format B.l.a Format Buku Kas Umum Penerlmaan
Format B.I1.b ~ | Format Buku Pembantu Kas Tunai
Format B.I.c ~ | Format Buku Pembantu Bank
Format B II a -~ Format Surat Tanda Setoran
Format B.IL.b ~ | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)
Format B. II C ~ Surat Ketetapan Retr1busr Daerah (SKR D)

T Perthesihp Awaban Peenmaane e s e e

i

Format B III a ~ Format Laporan Pertanggung]awaban Bendahara Penerlmaan
Format B.lIL.b Format Rekonsiliasi Penerimaan




Format B.IV.a

Format B.V.a

Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran

Via

Format

DAFTAR FORMAT B YANG DILAKSANAKAN BENDAHARA PENGELUARAN

ormat Surat Pernyataan eriﬁkasi Keln dan Keabsahan
Lampiran SPP UP

Format B.VL.b Format Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan
Lampiran SPP GU

Format B.VI.c Format Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan
Lampiran SPP TU

Format B.VIL.d Format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Format B.VLe Format Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

ormat .I.a 1

Format B.VIL.f _ L

Format Surat Pern ataan Kesanu -

ormat Pengantar SPP UP___

Format B.VILb Format Ringkasan SPP UP

| Format B.II.a

_ Format B.VIl.c i

Format Riian SP UP

Format enganta SPP GU

Format B.X.c

“Format B.X.2

Format Pa S Gaji dan Tunjangan

Format B.VIILb Format Ringkasan SPP GU
Format B.VIlLe |~ | Format Rincian SPP GU
| t B.IX.a | Forma enggntar PP GU

Format B.IX.b Format Ringkasan SPP TU

Format Rincian SPP TU

Format B.X.b

Format Ringkasan SPP LS Gaji dan Tunjangan

Format B.X1.a |

Format B.X.c _ |

Format Rincian SPP LS i d unan )

Format Pengantar SPP LS Barang dan Jasa

Format B.XI.c

Format B XT3

Format Rincian SPP LS Barang dan Jasa

1 Format Pengantar SPP LS Pihak Ketiga Lainnya

Format B.XLb Format Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa

_ Format

Format B.XIILa

Format B.XIL.b Format Ringkasan SPP LS Pihak Ketiga Lainnya
Format Ri

ian SPP LS Pihak Ketiga Lainnya

Format Buku Kas Umum Penluaran

Format B.XIILb Format Buku Pembantu Bank

Format B.XIIl.c Format Buku Pembantu Kas

Format B.XIII.d Format Buku Pembantu Pajak

Format B.XIIl.e Format Buku Pembantu Panjar

Format B.XIILf Format Buku Pembantu per sub rincian obyek

Format B.XIILg Format Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan

Format B.XIIL.h Format Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Format B.XIILi Format Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Format B.XIILj Format Kartu Kendali Kegiatan

Format B.XIILk Format register SPP-UP/GU/TU/LS

Format Laporan Pertanggung) awaban Pel‘igeluaran o

Format B.XIV.a
Format B.XIV.b Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran TU
Format B.XIV.c Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran secara administratif




Format B.XIV.d Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran secara fungsional
Format B.XIV.e Format Laporan Penutupan Kas
Format B.XIV.f Format Bukti Pembayaran/C5

Format B.XV.a

wDAF TAR FORMAT B YANG DILAKSANAKAN PPTK

Format Nota PencalranDana (NPD) o

Format B.XV.b Permohonan Pemindahbukuan Pembayaran Kegiatan
Format B.XV.c Format Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan Tunai

DAFTAR FORMAT B YANG DILAKSANAKAN PPK-SKPD

FormatBXVI a |

Format Surat Pengantar SPM

Format B.XV1Lb Format SPM UP
Format B.XVl.c Format SPM GU
Format B.XVI.d Format SPM TU

Format B.XVl.e

Format SPM LS

Format B.XVILf

Format Surat Pernyataan Pengajuan SPM

Format B.XV]Lg

Format Spesimen Tanda Tangan

Format B.XVLh Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPM GU
Format B.XVLi Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPM TU NIHIL
Format B.X V] Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban SPM GU NIHIL
Format B.XVLk Format Surat Pernyataan Mutlak

Format B.XVI.] Format Surat Penolakan Penerbitan SPM

Format B.XVIL.m Format Register Penerbitan SPM

Format B. XVIln Format Register Surat Penolakan Penerbitan SPM

N DAN PERBENDAHARAAN |

“Format B.XVIILa

Format Sp2D UP
Format B.XVIILb Format SP2D GU
Format B.XVIIl.c Format SP2D TU
F SP2D LS

B.XVIILd

BXIX.a | | 0nnaL0r05151Kas

Format B.XIX.b

Format Rekonsiliasi Bank

BUPATI REMBANG,
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LAMPIRAN VIi

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR BOTAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG

PENOMORAN DOKUMEN

A. Untuk keseragaman dan memudahkan pengendalian pada setiap dokumen pengelolaan
keuang daerah dilakukan standarisasi penomoran dokumen dalam Program Aplikasi SIMDA-
KEUANGAN sebagai berikut:

Nomor Dokumen 5 digit | / Jenis Kode / Angka BuI'an / Tahun
Dokumen SKFPD Huruf Latin Anggaran
Sebagai contoh:

NO URAIAN PENOMORAN DOKUMEN
1 SPD 00001/SPD/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
2 SPP 00001/SPP-UP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
3 SPJ 00001/SPJ-GU/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
4 PENGESAHAN SPJ 00001/SPJ—GU-SAH/1.01.2.19.0.00.10/02/20XX
5 SPM 00001/SPM-UP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
6 SP2D 00001/8P2D-UP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
7 CEK (PENCAIRAN DANA) 00001/CEK-UP/1.01.2.19.0.00. 10/01/20XX
8 STS 00001/8TS/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
9 BUKT! PENERIMAAN 00001/BP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

10 BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK 00001/PJM/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

11 BUKTI SETORAN PAJAK 00001/PJS/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

12 NOTA KREDIT 00001/NK/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

13 MEMO JURNAL 00001/MJ/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

14 TRANSFER ANTAR BANK 00001/TAB/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

15 PENOMORAN CP (NON SISA TU) 00001/CP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

18 SISAUP 00001/SUP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

19 BUKU KAS TUNAI 00001/BKT/ 1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

20 BUKU SIMPANAN BANK 00001/BSB/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

21 JURNAL PENERIMAAN KAS 00001/JPN/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

22 JURNAL PENGELUARAN KAS3 00001/JPK/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

23 JURNAL KOREKSI 00001/JNK/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

24 JURNAL BALIK 00001/JNB/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

25 JURNAIL PENYESUAIAN 00001/JNP/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

26 JURNAL PENUTUP 00001/JPT/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

27 SPJ/SPP/SPM NIHIL 00001 /XXX-XX.NHL/1.01.2,19.0.00.10/01/20XX

30 BUKTI SPJ 00001 /BSPJ/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

31 EKONTRAK OOOOI/K-XX/1.01.2.19.0.00.10/01/20)0(

32 BUKTISISATU OOOOI/BSTU/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

33 SPP/SPM GAJI 00001/SPP-GJ/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

34 SP2D GAJI 00001/SP2D-Gj/ 1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

35 SPP/SPM Belanja Tdk Terduga 00001 /XXX-LS.BLJTT/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

36 NOMOR BUKTI PEMBAYARAN 00001/BKP/XX.XX/ 1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

37 NOMOR TAGIHAN 00001 /TGHN-LS /1.01.2.19.0.00.10/01/20XX



Penjelasan : Nomor Bukti Pembayaran
Diisi program kegiatan (SPP/SPM Belanja Tidak Terduga)

XX.XX

Terkait dengan jurnal penyesuaian (JNP) dan jurnal balik (JNB) piutang pajak dan retribusi
ditambah lima digit kode sebagai berikut :
00001 /XXX PPXXX/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX : kode jurnal. Piutang PajalkXXX

00001 /XXX, PRXXX/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX : kode jurnal Piutang RetribusiXXX

XXX .PPHTL
XXX PPRST
XXX.PPHIB
XXX.PPRKL
XXX.PPPKR
XXX.PPATH
XXX.PPSEBR
XXX.PPGLC

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang burung

Pajak Gol C

XXX . PRJUM
XXX.PRJUS
XXX PRPJT
XXX.BPHTB
XXX.PTPBB
XXX.PBLUD
XXX.PTJKN

Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perijinan Tertentu
BPHTB

PBB

BLUD

JKN

Untuk dokumen yang berasal dari pihak lain yang telah diberikan nomor {misalnya nomor

cek dan SSP) dicantumkan kembali penomoran standar tersebut di atas, sementara itu untuk
nomor yang berasal dari pihak lain dicantumkan dalam uraian keterangan transaksi masing-
masing dokumen.
Untuk Penomoran dokumen kontrak dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1.

2.
3.
4

JASA KONSTRUKSI
JASA KONSULTASI
BARANG

JASA LAINNYA

00001 /K-KT/1.01.2.19.0.00.10/01 /20XX
00001 /K-KN/1.01.2,19.0.00.10/01 /20XX
00001/K-BR/1.01.2.19.0.00.10/01 /20XX
00001 /K-JL/1.01.2.19.0.00.10/01 /20XX

C. Penomoran dokumen pengajuan pencairan dana dari DAK, Ban prov dan DBHCT

Kode Uraian Kode
1 DAK BIDANG Pendidikan DAKO1
2 DAK BIDANG Kesehatan DAKO2
3 DAK BIDANG Keluarga Berencana DAKO3
4 DAK BIDANG Prasarana Jalan DAKO4
5 DAK BIDANG Prasarana [rigasi DAKOS
6 DAK BIDANG Air Minumdan Penyehatan Lingkungan DAKOH
7 DAK BIDANG Prasarana Pemerintah DAKO7
8 DAK BIDANG Kelautan dan Perikanan DAKO8
9 DAK BIDANG Pertanian DAKO9
10 DAK BIDANG Lingkungan Hidup DAKI10
11 DAK BIDANG Kelautan DAK11
12 DAK BIDANG Saranadan Prasarana Perdesaan DAK12
13 DAK BIDANG Perdagangan DAK13
14 DAK BIDANG Adminduk DAK14
15 DAK BIDANG Perumahan dan Permukiman DAK15
16 DAK BIDANG Pariwisata DAK16
17 DAK BIDANG DPMPTSP Naker DAK17
18 DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU *) DBHCT
19 BANTUAN PROVINS! BANFPR

*) khusus Sekretariat Daerah

Contoh:
00001 /SPP-LS.DAK01/1.01.2.19.0.00. 10/05/20XX
00001 /SPM-LS.DAK01/1.01.2.19.0.00. 10/05/20XX
00001/SP2D-LS.DAK01/1.01.2.19.0.00.10/05/20XX



Keterangan :

00001 NomerDokumen

SPP-LS.DAKO1 Kode Jenis Dokumen (SPP-LS DAK Bidang Pedidikan)
S5PM-LS.DAKO1 Kode Jenis Dokumen (SPM-LS DAK Bidang Pedidikan)
SP2D-LS.DAKO1 Kode Jenis Dokumen (SP2D-LS DAK Bidang Pedidikan)
1.01.2.19.0.00.10 Kode SKPD (Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan OR)
05 Bulan (Dalam hal ini Bulan Mei)

20XX Tahun (Dalam hal ini Tahun 20XX)

D. Penomoran untuk Pengajuan Hibah, Bansos, dan Bantuan keuangan.
KodeHibah = HIBAH; BantuanSosial = BANSS; BantuanKeuangan = BANKU

Contoh: Sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU)
00001/SPP-LS.HIBAH/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

00001/SPM-LS. HIBAH/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
00001/SP2D-LS.HIBAH/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX

Keterangan :

00001 NomerDokumen

1.01.2.19.0.00.10 Kode SKPD/Dinas Pendidikan dan OR
SPP-LS.HIBAH KodeJ enis Dokumen (SPP-LS Dana Alokasi Umuin)
SPM-LS.HIBAH KodedJ enis Dokumen (SPM-LS Dana Alokasi Umum)
SP2D-LS.HIBAH Kode Jenis Dokumen (SP2D-LS Dana Alokasi Umumn)
01 Bulan (Dalam hal ini Bulan Januari )

20XX Tahun (Dalam hal ini Tahun 20XX)

Dalam hal pengajuan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan yang bersumber dari dana
DAK dan Bantuan Provinsi memakai kode SKPD dan kcde penomoran DAK atau Bantuan
Provinsi

Contoh: Sumber DAK
00001/SPP-LS.DAK01/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
00001 /SPM-LS.DAK0O1/1.01.2.19.0.00.10/01/20XX
00001/SP2D-LS.DAKO01/1.01.2.19.0.00.10/01 /20XX

Keterangan :

00001 NomerDokumen

1.01.2.19.0.00.10 Kode SKPD (Pemberi Hibah/ Bansos)

SPP-LS.DAKO1 Kode Jenis Dokumen (SPP-LS DAK Bidang Pedidikan)
SPM-LS.DAKO1 Kode Jenis Dokumen {SPM-LS DAK Bidang Pedidikan)
SP2D-LS.DAKO1 Kode Jenis Dokumen (SP2D-LS DAK Bidang Pedidikan)
01 Bulan (Dalam hal ini Bulan Januari)

20XX Tahun (Dalam hal ini Tahun 20XX]

Contoh: SumberBantuanPropinsi

00001 /8SPP-LS.BANPR/1.01.2.19.0.00.10/05/20XX
00001/SPM-LS.BANPR/1.01.2.19.0.00.10/05/20XX
00001/SP2D-LS.BANPR/1.01.2.19.0.00.10/05/20XX

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN VIII :

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR PO TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN REMBANG

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

NERACA SALDO per Tanggal ..........

Kode Rekening

Nama Rekening

Jumlah

Debit

 Kredit




Format Laporan Pertanggungjawaban APBD Format Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020

a. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA ..oocvvssmamemmammsersen oo
SKPD
LAPORAN REALISAS! AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran Realisasi % Reatisasi

BENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

lumilah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BELANIA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

jumiah Belanja Operasl

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung danBangunan
Belanja Modal Jalan, frigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA . occrniicsmmmmssasrensns
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalar Rupiah)
Uraian 20X1 20X0 Kenaikan/ %
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlzh Pendapatan Adi Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERAS!
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jaian, lrigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO




PEMERINTAM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SKPD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

-

srareswan

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak*
Piutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penvisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

lalan, lrigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumiah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Asetiain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumiah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJBAN
EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsclidasikan
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........... TR
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..cccinnns
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | [Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB |l |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3,2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPFD
BAB V |Penutup




b. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA omvieae e s
SKPKD __
LAPGRAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XL dan 20X0

{Dalam Rupiah)
Uraian Anggaran | Realisasi % Realisasi
PENDAPAT AN
PENDAPATAN ASLIDAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Rettibusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
Lain - [ain PAD vang sah

Jumbah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT AH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN
Dana Bagi Hasil
(rana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumbh Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana irgentif Daerah

Crana Otonomi Khusus

[rana Keistimewaan

Dana Desa

Jumiah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - kainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasi
Bantuan Keuangan

Jumbh Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tota| Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hitiah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumtah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDBAPATAN

BELANIA

BELANJA OPERAS)
Belanja Pegawat
Belanja Barang danJasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidh
Belanja Hibah
Belania Bartuan Sosial

Jumiah Belanja Operasi

BELANIA MODAL
Belarja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Wodal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Betanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumtah Belanj Medal




BELANJA TAK TERGUGA
Belanja Tak Terduga

Jumiah BelanjaTak Terduga

BELAMJA TRANSFER
Betanja Bantuan Keuarg an antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Xota kepada Desa

Jumizh Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Cana Cadangan
Hasi! Penjualan Kekayaan Daersh yarg Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daersh - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembag a Keuarg an Bank
Penerimaan Pinjaman Daereh - Lembaga Keuang an Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Cbligasi Daerah]
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pertbiayaan Laintya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Perbayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dzri Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuvangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat {Obligasi Dzerah)
Pemberian Pinjaman Daersh
Pergeluaran Pembiayaan Lainnya

jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Siss Lebih Pembiayaan Anggaran




PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA oo csserssmmeres vsvens

SKPKD __
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANGBERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 2041 dan 20X0

{Datam Rupiah)}

Uraian

.15

20X0

Kenaikanf
Penurunag

%

EEBAN

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLEDAERAH

PENDAPATAN TRANSFER

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

BERBAN OPERASI

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTSASI

Pendapatan Pajsk Daerah

Pendapatan Retribusi Daersh

Pendapatan Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumilah Pendapatan Asli Daerah

PERCAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Urnum

Dana Algkasi Khusus - Fisik

Dana Alakasi Khusus - Non Fisik

Jumiah Pendapatan Trander Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA
Cana Insentif Daerah

Bana Ctonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Trander

Pendapatan Hibah
Pendapatan Dang Darurat
Pendapatan Lainnyz

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Seh

JUMLAH PENDAPATAN

Beban Pegawat

Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Behan Bantuan Sosial

Jumiah Reban Operasi

Beban Penyusutan Perzlatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaring an
Beban Penyusutan As et Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya

Behban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi




BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuargan
lumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumiah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS

SURPLUS/DEFISIT DARLKEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Sumlus Penyel esaian Kewajiban Jangla Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Sumlah SurplusNon Operasional

DEFISIT NON QPERASIONAL
Defisit Penjuaian/Pertukaran/Pel epasan Aset Non Lancar
Defisit Peryelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dar Kegiatan Non Cperasional Lainnya

lumtah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DAR! KEGIATAN NON OPERA!

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

SION AL

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

jumiah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUARBIASA
Beban luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .uvucsnessensceasmres

SKPKD _

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi langka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengeldaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Plutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutarg Lainnya
Penyisihan Piutang
Bebhan Dibayar Dimuka
Persediaan
Asat Untuk Dikonsolidasikan
lumiah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANIANG
Irvestasi Non Permanert
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Ohligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Cana Bergulir
Jumiah investasi Non Permanen
investasi Permanen
Penyertaan Modal Pernerintah Daerah
Investasi - Pernberian Pinjaman Daerah
Jumiah investasi Permanen
Jumlah Investasi langka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

lalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumnulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap




DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualtan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumiah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWANBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang ke pada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium {Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAINBAN
EKUITAS
EKUITAS

Surplus/Defisit-LO
JUMLAH EICATAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS




PEMERINTAH PROVINS!/KABUPATEN/KOTA .....cccomsemmrurecenns
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - fain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......coes
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB 1 |Pendahuluan
1.1 Meksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB || ilkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
21 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB lll [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akruaf pada pemerintah daerah
BAB IV {Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V [Penutup




¢. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATENSKOTA ooorenremem evcemrermans
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANSA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20%0

(Dalam Rupiah]
Uraian Anggaran | Realisasi % Realisasi
IPENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dagrah yang Dipisabkan
Lain - lain PAD yang sak

dumlah Pendapatan Ashi Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANS FER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dzra Alokasi Umum
Dana Algkasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana insertif Dasgrak

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

Jumizh Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumiah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANIA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Betanja Subsici
Befanja Hibah
Bolarja Bantuan Sosial

Jurniah Belanja Operasi

SELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Banguran
Belarga Modal Jalan, Irigast, dan Jaringan
Belarja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Muodal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal




BELANJA YAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumiah Belanja Tak Terduga

BELANIA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/iot
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provingi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa
lumizh Betanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DERISTT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Perggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daeran yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintsh Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daersh Lain
Penerimaan Pinjaman Deerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Caerah - Masyarakat (Obfigasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jlumiah Penarimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Perrbentukan Cana Cadangan
Panyertaan Modal Pemerintah Caerah
Permbayaran Pinjaman dar Pemarintah Fusat
Permbayaran Pinjaman dai Pemerintah Daerah Lain
Permbayaran Finjaman dan Lembaga Keuangan Bank
Permbayaran Pirjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Perrbayaran Finjaman dari Masyarakat (Obfigasi Dasrah)
Perrberian Finjaman Daerah
Pengeluaran Perbiayaan Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran




PEMERINTAH KABUPATEN/EOTA .ot sermersssessrne
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uratan

AX1

2000

Kenaikan/
Peniurunan

%

KEGATAK OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Dagrah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daersh yang Dipisahkan
Lain- lain PAD yang sah
Jumiah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PEREMBAN GAN
Dana Bagi Hasit
Dzna Alokasi Unwm
Dana Al okasi Khusus - Fisik
Oana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA
Banz Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan
Dans Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatar Trander Antar Daerah
Tata! Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dans Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumizh Lain - kin Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEAAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Behan Bantuan Sosial
Jumlah Beban Operast

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTSAS!
Beban Penyusutan Peralatan den Mesin
Beban Penyus utan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Iigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnys
Beban Amartisast Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER
8eban Bagi Hasil
Beban Bantyan Keuangan
Jumiah Beban Trangfer




BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS!

URPLUS/DEFt TAN NON QP Al
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surphus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplas dari Kegiatan Non Operasicnal Lainnya

Jumlah SurplusNon Operasicnal

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumiah Pendspatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biass

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISITLO




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ....evvvvesccessrene

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20XD

{Dafam Rupiah}

Uraian

20X1

20X0

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Dana BCS
Kas Dana Kapitasf pada FKTP
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi fangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengeldaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemernintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisiran Piutang
Beban Dibavyar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
lrvestasi kepada BUMN
trvestasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Irvestast dalam Proyek Pembangunan
Cana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penvertaan Modal Pemerintah Daerah
Irwestast - Pernberian Pinjaman Daerah
Jumlah investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

lalan, Irigasi, dan Jaringan

AsetTetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumilasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap




DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jemlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset bain - lain
Akurnulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJBAN
KEWAJIBAN IANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga {PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

iftang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
Iumleh Kewajiban Jangha Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto} Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangke Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJNBAN DAN EKUITAS




PEMERINTAH PROVINS!/KABUPATEN/KOTA ...couvrrvoensrsssrisneee
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..covvvvrrrrrnens
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SiKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir




PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ......coneecvermrecnrannee

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAT DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG
{Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
ARUS KAS DARIAKTIHTAS QPERASI
ARUS MASUK KAS

Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pergelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
Pererimaan Lain - {ain PAD yang sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Penerimaan Dana (nsentif Daerah
Pererimaan Dana Qtonomi Khusus
Penerimaan Dana Keistimewaan
Pererimaan Dana Desa
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi
Penerimaan Bantuan Keuangan
Pererimaan Hibah
Pererimaan Dana Darurat
Penerimagan dari Pendapatan Lainnya
Jumiah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Pembayaran 8arang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantean Sosial
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Xota
Pembayaran 8elanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS DAR]I AKTIFITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Perjualan atas Tanah
Perjualan atas Peralatan dan Mesin
Perjuaian atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan Aset Lainrya
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisakkan
Penerimaan Penjualan investasi Non Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas




ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, rigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penvertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumish Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

AR DARI AKTIFIT, DANAA
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumiah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DAR! AKTIFITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga {PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ....vcvon.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB Il |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi makro
22 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB Il |ihtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3.1 khtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
32 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah diteta pkan
BAB IV [Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
43 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah
BABV {Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
512 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - L0
5.15 Beban
510 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akiual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
hasis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VIl |Penutup




Format Laporan Pertanggungjawaban APBD Format PP 71/2010

1} LRA SKPD format PP 71/2010

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SKPD ------cneev

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PENDAPATAN - LRA

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daeraht - LRA

Pendapatan Hasil Pengsiolaan Kekayaar Daerah yang
Lain-laln PAD Yang Sah - LRA

—_ e ek e
B WA

BELANJA

BELANIA OPERASI

Betanja Pegawai
.2 Belanja Barang dan Jasa

BELANJA MODAL

Befanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunaa
Befanja Modal Zalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

RGN RN BT AT I T N O SO e

[ I T U R A S Sy
[ B T R N

SURPLUS / [DEFISIT)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

reeereennn 31 Desember 20X1
Jabatan Kepata SKPD

Nama Kepala SKPD
NIP Kepala SKPD




2) LRA PEMDA Format PP 71/2010

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| NOL URUT

PENDAPATAN -LRA

PENDAPATAN ASLL DAERAH {PAD) - LRA

Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
Perxlapatan Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Law-lar: PAD Yapg Sah - LRA
PENDAPATAN TRANSFER - LRA

E- Y S

Pendapatan Transfer Pernermtah Pusat - LRA
Bagi Hasl Pajak - LRA
Bagi Hasl Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
Dana Abkas: Umum {DAU) - LRA
Dana Alokasi Khusus {DDAK) - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintab Pusat - Lannya - LRA
Dana QOtonorms Khusas - LRA
Dana Keistemewaan - LRA
Dana Penyesuaian - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerak: Lainnya - LRA
-1 Pernddapatan Bagi Hasd Pajak - LRA
.2 Pendapatan Bag hasi Lanrya - LKA
Bantuan Keuangan - LRA
.1 Hantuan Kevangan dari Pemerntah Daerah Provesi - LRA
.2 Bartuan Kevangan darn: Pemerntah Daerah Kabupaten - LRA
.3 Bantuan Kevangan dart Pemerintah Daerah Keta - LRA

b e

BB b DWW NN N R e e
[RE ™

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAN - ERA
Pendapatan Hibah - LRA
Dana Darurat, - LRA
Pandapatan Lannya - LRA

bbb bbibbbbdobsdhbbbdsbshl
WWWWNNNMRONMMNNAMRKEMNRNANRNBO AN S - e
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BELANIA

BELANJA OPERASI
Belania Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsdi
Belanja Hbah
Belanja Bantuan Sesial

[P IV S

BELANJA MODAL
Belania Modal Tanah
Belarga Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Helanjs Modaf Jalan, Irgas dan Jaringan
Belanja Madal Aset Tetap Lainnya
BELANIA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

LN S

[CRORERUEV T ET VRV RV T SCAT AT FT T |
WWNNAMANAN N S e e

-

TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

.1 Transfer Bagi Hask Pajak Daerah
.2 Transfer Bagi Hask Pendapatan Ltannya

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainny
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lannya

Lol R N
L N Y

W N

SURPLUS f (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SLPA
Pencaran Dana Cadangan
Hasi Peajuatan Kekayaan Daerah vang Dpisahkar:
Prnjaman Dalam Negeri
dst....

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan ModalVEnvestasi Pernerintabh Daarah
Pembayaran Pokek Pinjaman Dalarm Negeri
Pamberian Pinjaman Daerah
dst....

NN N NN
e s
FYRYNES

NN WYY
LYV VI NN
E RN SR

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LESIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)




3)

NERACA SKPD/PEMDA

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URALAN

2404

2OXG

ASET
ASET LAMNCAR
Kan di oz Daerah
Kas di Sendahara Pansarimaan
Has o Bendahars Peangelhiaran
HKax i BLUD
Kans di Bendahara BOS
Keas Laminhys
Betars Kok
nvestasi Jangka Pondek
Pastang Pajak
Fiutang Retrison
Piutang Lainnys
Penyissan Piuatang
Baban Ditsaynr Dirmukea
Persoediman

JUMLAR ASET LANCAR

HAWESTASE IANGRA PAMNMIANG

Nnvestnsi Jongks Panjang Non Pormanen
investayi Jangka Fanjang kepads Entitas Lamnnya
Nvastas: dotam Obligns
nvestasi dajtam Proyek Pambangunan
Dans Bergulr
Peposte Jangka Panjang
nvestasi Non Permanen L.ainnya

HJUML AR Investan: Jarnigks Panjang Hon $ermanen

nwvesatas: Jangks Panjang Rermanen
Ponyertansn Modal PFamerintah Daerah
vestast Parmanen Lainnys

SURRL AN Invexstasi Jarngka Panjasng Parosame sy

SJURAEL AH INVESTA S JANGKA PANJIARNG

ASET TEYAP
Tanah
FParaklatan don Moesin
Sedung dan Basgunan
Jasimny, rkgpasi. an Jarargan
et Yetap Lainnys
Konstruksi Dalam Pangenaan
Akumutasi Ponyusutan

FJUMLANR ASET TEYAP

DM DA A
Dana Cadaeangan

SJURMEAH DANA CADANGAN

ATEY LAY A
Tampghan fangks Panjang
Kemitraan dengan Pibak Ketign
Somet Trlsk Barar s
Amiet b e-layirs

FJURL AH ASET LAINNYA

FUTAL AH ASET

KEWA . MBAN
KEVWASEIAN JARGHA PEMNDEK
Uteng Perhifungan Pinak Ketiga (PFCY
Utang Bungs
Bagan Lancar Utang Jangka Panjang
Pandapatan Dreromnmese Damoka
Utang Setanje
Utang Jangka Fendek Lainnya

SURLAH HKEWA _HBAN JANGHKA PENDEK

KEW I ID G4 FARRGERA P3N
iang Osalam Megeri
Winng Jangka Fanjiang Lainnys

SUPRL AN KEWA MBAN TANGHA PAHNHIANG

SUPAEAH KEWA B AN

ENUFTAS
ErMras

AURAILAH HKEVWAJIEBEAN DAN EKURITAS DANA,




4)

S)

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

WXL 20x0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Subtotal
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebefumnya
Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Format LO SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SKPD ..........
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO. URUT URAIAN

%1

1 KEMATANS '
200 {PEMUGRUNAN} ()

PENDAPATAN - L0

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Daerah - LO

0omoo o

Pendagpatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yvang Dipisahkan - 10
Lain-lain PAD Yang Sah - LO

R e e
2 WNe

@

BEBAN

BEBAN OPERASIT

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penvyisihan Piutang

wOwoWw W
o
N

SURPLUS/DEFISIT-LO

........ 31 Desember 20X1
Jabatan Kepala SKPD

Nama Kepata SKPD
NIP Kepala SKPD




6) Format LLO PEMDA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN OPERASIONAL

WO URUT

URATAN - ! . FOXL :

ey

KENATKAN/
{PENURUNAN)

(&

P e
WM

WWWRNNNNN
WNHE bBWNE b

VOO BOOUUOOBYYOWEY © O0DRCORLO0 DOD@ @
A WNM AN UL WK~

BB NNNNRNM RS e e g b e

™

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)} - LO
Pendapatan Pajak Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Qasrah - LO
Pendapatan Hasil Pengelslaan Kekayaan Daerah yang
Dipizahkan - LO
Lain-fain PAD Yang Sah - LO

PEMNDAPATAN TRANSFER - L O
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -~ LO
Pendapatan Transfer Pemerinitan Deerah Lainnya - LO
Bantuan Kewangan - LO

LATIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah ~ LO
Dena Darurat - LO
Pendapatan Lainnya - LO

BEBAN

BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Bebar Bartuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang
BEBAN TRANSFER
Baban Transfer Bagi Hasil Pajak Dasrah
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangarn ke Pemerintah Daerah
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Dasa
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

SURPLUS/DEFISIYT-LO

7) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NO

URAIAN

20X1

20X0

1 EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
SELISIH REVALUASI ASET TETAP
KOREKSI EKUITAS
LAIN-LAIN

EKUITAS AKHIR

5 &

efsgegeys

o

egefsioge




8)

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN ARUS KAS

Linfik Tahun Yang Serakhir Sempes Oengan 31 Desambwer 20X 1 can ZO%0
Metocie Largiung

Arus Kas dari AKtivitas Opeadasi
Artes Manuk Kag

Fanarmaan Pigek Daeran pav IR
Fanersmaan Rembus Daeran M BN
Penormmaan Hau Pangeciaan Kekayaan Dascan yong Dipesahkan po =g e .3
Panermaan Lawn-Lun FAD yang sah A XN
Bangrimaan Dana Bag Hase Pagak oy e d.d
Penarsnaan Dana Bagq Hasd Sumber T aya Atam KK AR
Banaersnasn Dana Adckas: Liorwan KKK R
Peacrmasn Dana Alokas: Kbeaus KKK AKX
Penersnaan Dana Omonoms Khusus XX WA
Peanernmaan Dana Panyesuaian XK WA
Fanarmaan Perciapaten Bage Hany Pognr F g 2CK
FPanarmaan Bag: Hasd Lannya WX AMRX
Panaremaan Hibab KX hre
Panarmansn Dana Darurar e e KX
Pananmaan Lanny s XX KX
Panarmaan dan Pendapatan Laar Buaess KX A
SUNHAN Aruas Masuk Kas {3 8/ 18) 2O pre e
2C |Arus Keluar Kas
21 FPrambay aran Fogadves Pty X
2z Pamibayatan arang MK 2NN
23 Pemxayaran Bunga MM XX
4 FParnay ararn Subsas: RO W,
25 Pembayaran Hibah KN N
7B Pambayatan Bamuan Sosad KA AN
v Pembayaran Tak Tercuga K MO
28 Pembayaran Bag: Hasd Pauak ot P
a4 Pombayaran Bag: FHad Rersbus: O S
I Fembayaran Bagi Has? Pandapatan Lainnys KX, OO
3 FPembayaran Rejadan Luar Bisss e MO
g Juntah Arus Kafuar Kas (21 s/o 31) o4 HH
a3 Arun Kas Beisih dari Aktivitas Opoiasi (18 - 30) O p oo s 4
34 | MArus Kas dari Akiivitas Investasi
3% |Arus Masuk Kas
36 Percaitan Dang Cadangan O oy
27 Perpuaian atas Tanah IO pos e
=2 Penjualan awams Paradstan dan Mesin PO pow \ey
39 Penjuatan atas Gadurnyg dan Banguoan MK, RO
40 Perjuatan aas Jatan, Ingas gan Jarngan A fow g
£ Perquatan Asse Telap AR M
22 Parjualan Asel tamnya AL IR
43 Hasd Parjualan Kekayaan Daorah yang Dipraahian P AR
£4 FParwtansaon Perguatan Investas Mon Permanen MR pot
45 JunHab Aous Masuk as (36 s/d 44) P, o v
46 [Args Meloar as
ay Pembentukan ana Cadangan pos oy MR
a8 Fearciehan Tanah AR DA
ag Parcinan Peralaan dan Masin poee s RN
50 Perolnan Seduryy dan Bangurnan K P
51 Perolehan Jaen, (ngasi dan Jerngan 20 RO
52 PaeroWhan Ass Teiaps Lannysa MO MR
53 Parowwinan Aset Lainnyas MO K
549 Panyenasn Modat Pemacntan Drasran B p
58 Pangetiaran Pembelan invesiasi Hon Farmaner N M,
56 Jumdah Arus Keluar Kas (47 s/a 55) OO p o %9
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 . 5§6) RO 200
58 [Arus MKas dari Aktivitas Pendanaan
58 Ares Masok Kas
S0 & Datam Mogar: - Pemeanrgah Fusar N Pt
&1 Foaman Dadam Megen - Pamennan Daetah Lamnya RO X
82 Fayaman Dalam Neger - Lembaga Kevangan Bank poo e MR
&3 Parganyan Dalam Negarn - Leamnmbaga Reuangan Bukan Bank poo e po o g
B8 Framan Dadam Negen - Obikass MK PR
85 Fawpaman Dalam Neger: - Lannya AT MR
56 Penermaan Kembat Pryaman kepada Perusanaan Negara ORI by
587 Panermaan Kembak Pinjaman kepada Ferusanaan Liasran IR KK,
88 Penermaan Kembat Pinjaman kepada Pemetmian Daaran Lainnya 2N XX
9 ~tumilah Arus Masuk Kas (89 s/0 48) 200, 2
70 | Arus Keluzr Kas
T Peinbayaran Fokok Fiyaman Dalam Mogern - Pamermiah Pusar 2K e el
re Pembayaran Pokok Puyaman Datam Negern - Femorrian Daoran L ainmya S AR
T3 FPembayaran Pokob Payaman Dalsm Neger: - Lembaga Keuangan Bank g e o
Fa Parmbayaran Pokceh Sigaman Dalam Meger: - Lembagas Keuangan Bukan Bank HOCK MK
5 Pempxay aran Poxes Priaman Dalam Megar - Othgasr WKWK IO,
e Eamitaany 3o FoRGE Poiarian D0 Megen - Lamnya KK poe 3
7F Bembanan Purppnan kepada Porusanaan Magara KA po.e 4
78 Bpmibenan Supaman kepaka Perusanaan Daeran KON P ¢
79 Pambenan Ssyaman kepocha Poreravan Cagrah Lesrrrya KK DX
80 Jummsian Aros Ketuar Kas (71 /0 79) 2K 2K
81 Ascs Kas Bargihy dadi Aktivitas Pendanasan (639 - 20) bt XX
82 [Arus Kan dari Aktivitas Transitoris
23 [Arus Masuk Kas
L) Penactmann Perhtursgan Fiak Konga (PR R RN
85 Jumitah Aruas Masak Kas (84) XX AKX
gs [ Arus Keluas Kaa
ar FPangetuaran Perhaungan Faak Ketga {FFERKY O KA
|ag Jumlah Arus Keiuar Kas (87) X 2O
a9 Arus Kas Bersin darl Axtivitas wransitoris (84 - 87) XX XK,
80 KenalkansPenerunan Kas X XK
@1 Halao Awal Kas i BUD & Kas di Bendahara Pangefuaran XX M
24 Baldo AKhIr Kas dil BUD 8 ¥as di a Preng Aran (MO+8T) I ML
o Satdo AxNr Kas i Bendahara Penerimaan WX HIOC
294 Satdo Akhir Kas {OrrOsy po5. 4 po.0 4




9) Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
a. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD .....

Bab | Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3  Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
SKPD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.2 Kebijakan keuangan

2.3  Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

3.2  Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah

SKPD

4.2  Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD

4.4  Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP pada SKPD

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 LRA

9.1.1 Pendapatan_LRA

5.1.2 _ Belanja

52 Neraca

5.1.9 Aset

5.1.10 Kewajiban

5.1.11 Ekuitas

5.3 LO

5.2.1 Pendapatan -LO

9.2.1 Beban

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

5.2.4 Pos Luar Biasa

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.8 Perubahan Ekuitas

Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII | Penutup




b.  Catatan atas Laporan Keuangan PEMDA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas pelaporan
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yvang ada dalam SAP
4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
5.1 LRA
.11 Pendapatan-LRA
5.1.2 Belanja
2:1.3 Pembiayaan
5.2 Laporan Perubahan SAL
5.2.1 Perubahan SAL
5.5 Neraca
5.5.1 Aset
5.5.2 Kewajiban
553 Ekuitas
5.3 LO
5.3.1 Pendapatan-LO
5.3.2 Beban
5.3.2 Kegiatan Non Operasional
5.3.4 Pos Luar Biasa
5.6 Laporan Arus Kas
5.6.1 Arus Kas dari Operasi
5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
5.4.1 Perubahan Ekuitas
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII Penutup

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ




